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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansii
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023, yang intinya memuat
laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri
Situbondo selama kurun waktu satu tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan
transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, yang berpendoman pada
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kenerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo di tahun
2023 merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Mahkamah
Agung RI, program — program yang telah dilaksanakan dimaksud sebagai bentuk
peran aktif Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka mewujudkan good
govermence, diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Situbondo dalam
kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi untuk Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia yang Agung

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai
Pengadilan Negeri Situbondo yang telah melaksnakan tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Situbondo serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini ,
semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpah rahmat dan hidayatnya kepada
kita semua , Amiin

Situbondo, 29| Januari 2024




IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Situbondo tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung
jawaban instansi dalam memberikan Laporan kinerja Instansi Pemerintah
selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LK]jIP tahun 2023 ini sekaligus juga dalam
rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun
2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor : 4108/SEK/OT.1.1/12/2023, tanggal 19 Desember 2023
perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2023

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan perkembangan dan capaian
kinerja selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun
2023 yang sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
Pengadilan Negeri Situbondo. Penyusunan LKjIP tahun 2023 merupakan
implementasi tahun kedua dalam Renstra 2020 - 2024 yang memuat 8
(Delapan) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

. Peningkatan Efektifitas Penglolaan Penyelesaian Perkara

. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1
2
3
4
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
6. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang baik
7. Mewujudkan pelayanan kesekreariatan yang prima
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta
capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Situbondo adalah masalah
penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo merupakan sasaran
strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target

yang diinginkan dari realisasi. Adapun capaian kinerja lembaga peradilan

ipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta
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anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo akan selalu berusaha
meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LK]IP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri
Situbondo, tahun 2023. Program tersebut adalah :
1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya

Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo
adalah sebesar 103,32%.
Rincian capaian kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Terwujudnya a. Persentase perkara yang
peradilan diselesaikan tepat waktu:
yang past,  p. Jumlah Putusan yang
transparan menggunakan Pendekatan
keadilan restorative
c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding
. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 99%
Kasasi :
. Persentase perkara anak yang 0%
diselesaikan dengan Diversi
. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 98,30 %
layanan peradilan

' Meningkatny
B, oreiifitas

Pengelolaan
Penyelesaia

 nPerkara

Meningkatny
a Akses
Peradilan
bagi

Miskin dan

Terpinggir
kan

. Persentase Salinan Putusan

Yang diterima oleh para pihak
tepat waktu

. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

. Persentase perkara Prodeo

yang diselesaikan

. Persentase perkara yang

diselesaikan diluar gedung
Pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan

golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum

100%

Meningkatny Persentase putusan perkara
a Kepatuhan perdata yang ditindaklanjuti
Terhadap (eksekusi)

~ Putusan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




g

‘Mewujudkan a. Persentase Pejabat yang sudah

Manajemen

SDM  yang

professional
berkesinam
bungan

Mewujudkan
regulasi dan
tata kelola
yang baik

Mewujudkan
pelayanan
kesekreta-
riatan yang
dan prima
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b.

memenuhi standar kompentensi
jabatan menajerial
Persentase tingkat kelengkapan
data kepegawaian

. Persentase layanan kenaikan

pangkat tepat waktu

. Persentase pengusulan tepat

waktu

. Nilai LKJP Minamal “ BB
. Predikat Pembanguna Zona

Integritas WBK/ WBBM

. Nilai IPK

. Nilai IKM
. Predikat Akreditasi Penjaminan

Mutu
Prosestase realisasi

Penerimaan Negara bukan
Pajak ( PNPB)

. Prosestase realisasi anggaran

belanja

. Prosestase pelaporan LHKPN/

LHKASN tepat waktu
Prosestase nilai kinerja
anggaran

Prosestase Kedisiplinan masuk
kerja

Pelanggaran Disiplin

. Jumlah aplikasi yang

diselesaikan

b. Jumlah Kapasitas bandwicth

yang memadai

c. Prosestase distribusi surat

. Prosestase tindaklanjut surat

tepat waktu

. Prosestase arsip surat yang

dapat ditemukan dengan
mudah dan cepat
Jumlah kerjasama antar
Instansi terkait

. Jumlah berita tentang Satker

yang dibuat dimedia

. Jumlah layanan di Pengadilan

Jumlah pengguna layanan
Pengadilan

Jumlah layanan Bantuan
Hukum

Prosentase pengusulan dan

penyelesaian usulan
kepegawaian

90 %

97 %

100 %
100 %

75
WBK

92 %

92 %
‘A’

100 %

95 %
98 %
95 %
97 %

1%
1

50
Mpbs
100 %

98 %

100 %

100 %
100 %
100 %

70,6
0%

97,2 %

95,7 %
EAI

100 %

95,51 %
100 %
93,51 %
100 %

0%
1

100
Mpbs
100 %

100 %

100 %

1211
Orang

orang
100 %
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m. jumlah Pemeliharaan rumah B 71
dinas /884 884 M2
n. Jumiah Pemeliharaan peralatan 94 94

/mesin kantor Unit Unit

o. Jumiah layanan pengelola 1270, 12
keamanan, urusan tata usaha bulan bulanan
dan rumah tangga an layanan

Pemenuhan  a. Terpenuhinya kebutuhan | —
kebutuhan Sarpas dalam mendukung 80 % 100 %
Saranan dan Pelayanan Jumlah peradilan '

Prasarana

mendukung

Peradilan

Table : Prosentase capaian kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian
perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan
sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh,
bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam
tiga tahun terakhir. Target perkara yang diselesaikan tepat waktu ditetapkan
adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah Perkara 100 %
Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara Tahun
2023 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan
anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan
Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 92,84 %, sedangkan untuk
DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,18 %.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




DAFTAR ISI

Halaman
RATA PENGRANTAR. .o o i st Gis 15555 ismsshsmmman s i
IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii
5 L T Vi
DAFTAR TABEL... ..., Vii
DAFTAR GAMBAR ..o s i o i s s s iy orass s Xii
BAB | PENDAHULUAN ... oo 1
A Latar BelaKang. ... s st s s s e 1
B. Kedudukan, Wewenang dan FUNGS ...........cooooimimiiiiiiieoeeeeeeeeeeeeeeeeeee 7
BAB Il PERENCANAAN KINERUJA ... i st i 15
A. Rencana Strategis 2020-2024 .............ccoeeeiiviiiiiireiiiie e 15
B.. Rencana Kinerja: TahUN 2028 .......uiimivesiesisie s s e s 18
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023 .............cccccovevvvvei... 20
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA ... 25
A. Capaian Kinerja OrganiSasi ............ccoooueioiiiiiiiieeee e 25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...............ccoooiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 38
O . 105
BAB IV PENUTUP ..., 119
LAMPIRAN

- Struktur Organisasi

- Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024
- SK Tim Penyusun LKJiP tahun 2023

- Pohon Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANS! PEMERINTAH TAHUN 2023




Daftar tabel

No Table Uraian hal
1 Tabel 1 | Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo 3-4
2 Tabel 2 | Gedung Pengadilan Negeri Situbondo 4-5
3 Tabel 3 | Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo 5
4 Tabel 4 | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 6
5 Tabel 5 | Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo 6
6 Tabel 6 | Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator 17-18
Kinerja Utama
T Tabel 7 | Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo 18-19
8 Tabel 8 | Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 21-22
9 Tabel 9 | Anggaran dan realisasi DIPA 01 tahun 2023 23
10 | Tabel 10 | Anggaran dan realisasi DIPA 03 tahun 2023 23
11 | Tabel 11 | Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 | 26
12 | Tabel 12 | Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun | 27- 29
2023
13 | Tabel 13 | Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja 29
14 | Tabel 14 | Kategori Penilaian Capaian Kinerja Pengadilan Negeri 30-31
Situbondo TH 2023
15 | Tabel 15 | Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 32-33
2020 - 2023
16 | Tabel 16 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir | 34 - 35
jangka menengah
17 | Tabel 17 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar 35-36
Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)
18 | Tabel 18 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 1 39
19 | Tabel 19 | Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu | 40
20 | Tabel 20 | Perbandingan capaian kinerja tepat waktu 40 - 41
21 Tabel 21 | Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan 43
pendekatan keadilan restorative
22 | Tabel 22 | Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya 44
hukum Banding tahun 2023
23 | Tabel 23 | Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya 44
hukum tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023
24 | Tabel 24 | Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya 45
hukum Kasasi tahun 2023
25 | Tabel 25 | Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya 45

hukum Kasasi tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




afelgle

Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023

26 | Tabel 26 | Perbandingan Capaian Kinerja perkara anak yang diselesaikan 46
dengan diversi

27 | Tabel 27 | Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan 47
diversi tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

28 | Tabel 28 | Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 48

29 | Tabel 29 | Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan 48
yang puas terhadap layanan peradilan

30 | Tabel 30 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 2 49

31 | Tabel 31 | Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak 50 - 51
tepat waktu Tahun 2021 - 2023

32 | Tabel 32 | Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi 51

33 | Tabel 33 | Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi 52
tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

34 | Tabel 34 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 3 52

35 | Tabel 35 | Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan 53

36 | Tabel 36 | Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang 54
diselesaikan tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

37 | Tabel37 | Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan Diluar 54

gedung pengadilan

38 | Tabel 38 | Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan Diluar 55
gedung pengadilan tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

39 | Tabel 39 | Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu 55 - 56

40 | Tabel 40 | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang 56
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2023

41 Tabel 41 | Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan 56
tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) tiga tahun
terakhir Tahun 2021 - 2023

42 | Tabel 42 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 4 57

43 | Tabel 43 | Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak 58
lanjuti (eksekusi) tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023

44 | Tabel 44 | Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak 58
lanjuti (eksekusi)

45 | Tabel 45 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 5 59

46 | Tabel 46 | Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan 61
Standart Kompetensi Jabatan Manajeria

47 | Tabel 47 | Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompentensi 61
jabatan manajerial

48 | Tabel 48 | Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data 63
Kepegawaian

49 | Tabel 49 63




Tabel 79

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

50 | Tabel 50 | Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu 64

51 | Tabel 51 | Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu 64

52 | Tabel 52 | Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023 65

53 | Tabel 53 | Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023 65

54 | Tabel 54 | Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu 65 - 66

55 | Tabel 55 | Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 6 66

56 | Tabel 56 | Persentase capaian Nilai LKJiP 68

57 | Tabel 57 | Perbandingan Persentase capaian Nilai LKJIP 68

58 | Tabel 58 | Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / 69
WBBM

59 | Tabel 59 | Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan Zona 70
Integritas WBK / WBBM

60 | Tabel 60 | Persentase capaian Nilai IPK 71

61 Tabel 61 | Persentase capaian Nilai IPK 72

62 | Tabel 62 | Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK 72

63 | Tabel 63 | HASIL IKM e —Survey Badilum Tahun 2023 73

64 | Tabel 64 | Persentase capaian Nilai IKM 74

65 | Tabel 65 | Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM 74

66 | Tabel 66 | Prosentase Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan 75
Mutu

67 | Tabel 67 | Persentase Perbandingan capaian Predikat (APM) 76

68 | Tabel 68 | Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 77
(PNBP)

69 | Tabel 69 | Persentase Perbandingan Realisasi PNBP 77-78

70 | Tabel 70 | Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 78
2023

71 Tabel 71 | Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran BelanjaTahun 78
2023

72 | Tabel 72 | Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2023 79

73 | Tabel 73 | Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat 80
Waktu Tahun 2023

| 74 | Tabel 74 | Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat | 80

Waktu Tahun 2023

75 | Tabel 75 | Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan 81
LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2021-2023

76 | Tabel 76 | Persentase Nilai Kinerja Anggaran 81

77 | Tabel 77 | Nilai Kinerja Anggran Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 82
- 2023

78 | Tabel 78 | Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2023 83

79 '




2023

80 | Tabel 80 | Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 84-85
2023
81 Tabel 81 | Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023 85
82 | Tabel 82 | Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7 86
83 | Tabel 83 | Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesiakan 87
Tahun 2023
84 | Tabel 84 | Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai 88
Tahun 2023
85 | Tabel 85 | Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023 90
86 | Tabel 86 | Jumlah Pendistribusian Surat Masuk di Pengadilan Negeri 90
Situbondo Tahun 2021-2023
87 | Tabel 87 | Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu 91
Tahun 2023
88 | Tabel 88 | Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah 92
Dan Cepat Tahun 2023
89 | Tabel 89 | Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 93
2023
90 | Tabel 90 | Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang 94
Dimuat Di Media Tahun 2023
91 | Tabel 91 | Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023 95
92 | Tabel 92 | Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023 97
93 | Tabel 93 | Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2021-2023 97
94 | Tabel 94 | Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 98
2023
95 | Tabel 95 | Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021-2023 99
96 | Tabel 96 | Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian 99
Usulan Kepegawaian Tahun 2023
97 | Tabel 97 | Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan 100
Kepegawaian
98 | Tabel 98 | Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023 100
99 | Tabel 99 | Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 102
2023
100 | Tabel 100 | Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan / Mesin Kantor | 102-
Tahun 2023 103
101 | Tabel 101 | Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, 103
Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023
102 | Tabel 102 | Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8 104
103 | Tabel 103 | Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan 105

AP0OR

Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023




104 | Tabel 104 | Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Situbondo 2023 | 108
105 | Tabel 105 | Realisasi Belanja DIPA 03 109
106 | Tabel 106 | Penyerapan Anggaran DIPA 01 : DIPA Badan Usaha 111-
Administrasi (098221) 115
107 | Tabel 107 | Penyerapan Anggaran DIPA 03 : DIPA 03 Badan Peradilan 116-
Umum (099146) 118

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




DAFTAR GAMBAR

NO Gambar Uraian Hal
1 Gambar 1 | Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo 3
2 Gambar 2 | Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo 9
3 Gambar 3 | Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 24
4 Gambar4 | Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan | 37

Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021
Gambar 5 | Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas 37
Gambar6 | Nilai AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan | 38
Tinggi Surabaya
Y § Gambar 7 | Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi Implementasi SIIP dari 42
Pengadilan Tinggi Surabaya,
8 Gambar 8 | Aplkasi SIKEP 61
Gambar 9 | Monitoring Kelengkapan data SIKEP 62

10 | Gambar 10 | Monitoring Kelengkapan E — DOC SIKEP 62
11 | Gambar 11 | Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas 67
12 | Gambar 12 | Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan | 67

Tinggi Surabaya Tahun Tahun 2023
13 | Gambar 13 | Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan | 68
Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021

14 | Gambar 14 | Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019 70
15 | Gambar 15 | Nilai IPK Terwulan | Si Super S L
16 | Gambar 16 | Nilai IPK Terwulan Il Si Super 71
17 | Gambar 17 | Nilai IPK Terwulan Ill Si Super 71
18 | Gambar 18 | Nilai IPK Terwulan IV Si Super 71
19 | Gambar 19 | Nilai SKM Terwulan | Si Super T3
20 | Gambar 20 | Nilai SKM Terwulan Il Si Super 73
21 . Gambar 21 | Nilai SKM Terwulan Ill Si Super 13
22 | Gambar 22 | Nilai SKM Terwulan IV Si Super 73
23 | Gambar 23 | Sertifikat Predikat APM tahun 2022 75
24 | Gambar24  Assesment Survelence Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023 76
25 | Gambar 25 | IKPA DIPA 01 82
26 | Gambar 26 | Tampilan aplikasi Santri 88
27 | Gambar 27 | Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2023 89
28 | Gambar 28 | Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP + 90
29 | Gambar29 | TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP + 91
30 | Gambar 30 | Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP + 92

Gambar 31 Register Surat K

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




32 | Gambar 32 | Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian 93
33 | Gambar 33 | Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Situbondo 95
34 | Gambar 34 | Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo 96
35 | Gambar 35 | Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo 98

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




BAB |
PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan lembaga peradilan dibawah
Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari
birokrasi , kerena merupakan salah satu dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai
keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun
dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan
keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur
peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di
Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Situbondo dapat mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Situbondo
dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efekif,
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Situbondo memandang perlu untuk menyampaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP) dalam rangka penerapan Reformasi
Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan
Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.
Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah
Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja
di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Situbondo berkewajiban
untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Pengadilan Negeri Situbondo yang merupakan salah satu satuan kerja
dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Situbondo,
Provinsi Jawa Timur, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target
atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra),
yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang
lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan
dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang
menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan
fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan - laporan tersebut adalah Inpres No. 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No.
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,
Permenpan No. 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pengadilan Negeri Situbondo terletak di Ibukota Provinsi Jawa Timur ,
beralamat diJalan Panglima Besar Sudirman Nomor 97 Situbondo, wilayah
hukum terdiri dari : 17 Kecamatan , 132 Desa , 4 Kelurahan .

a. Letak Geografis

Kabupaten Situbondo terletak antara 7°35 — 7°44’ LS dan 113°30" -
114° 32" BT, dimana disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura,
sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Sebelah barat berbatasan
dengan Probolinggo
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Gambar 1 : Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

b. Wilayah hukum

Secara administrasi kabupaten Situbondo terdiri dari : 17 Kecamatan ,

132 Desa , 4 Kelurahan adalah sebegai berikut :

Kecamatan Jumliah Jumlah
Kelura Desa

han

Asembagus

Banypth 3 5
“Bosuki e
e 7

=

Jatibanteng | 8

Status

Desa

Desa

Daftar
Desal/Kelurahan

Asembagus Awar-awar,
Bantal,Gudang,Kedunglo,Kerto
sari,Mojosari,Parante,

Trigonco,Wringin Anom

jur,Kalianget, Kalisari,

| mm'.ag Sehbameng,

Banyuputlh Sumberanyar
Sumberejo,Sumberwaru,
Wonorejo

Besuki Blimbing,Bloro, Demung,

Bletok Bungatan Miandingan
Wetan,Pasir Putih,Patemon,
Selowogo,Sumbertengah
Aeel Cumhl(alak Gadlngan

Cumhsurl Jaﬂbanwng,
Kembangsari,Pategalan,
Patemon,Semambung,
Sumberanyar,Wringinanom
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Kapongan | 10 Desa  Curah Cottok,Gebangan,
Rampak,Landangan,Peleyan,
Pokaan Seletreng Wonokoyo

Kendit 7 Desa  Balung,Bugeman,Kendit,
Klatakan,Kukusan,Rajekwesi,
AR s Tambak Ukir :
Mangaran . 6 Desa Mmga‘}an_,&amir‘ing ,Tanjung
' Glugur,Tanjung Kamal,
) Tanjung Pecinan,Trebungan
7 Desa  Alas Bayur,Campoan,
Miandingan Kulon,
Selomukti,Sumberanyar,
Sumber Pinang,Trebungan
8  Desa  Alasmalang,Duwet,Gelung,
Kilensari,Paowan,Peleyan,
Sumberkolak,Wringinanom
10 Desa  Battal,Curah Jeru,Juglangan,
Kayu Putih,Klampokan,
Panji Kidul,Paniji Lor,Sliwung,
Tenggir, Tokelan

2 Kelura  Ardirejo,Mimbaan

4 Desa  Kalibagor,Kotakan,Olean,
B O ) Talkandang
Situbondo 2 Kelura Dawuhan,Patokan

han
Sumber
Malang ;

8 Desa  Buduan,Cemara,Dawuan,
Gunung Malang,Gunung Putri,
Tabel 1: Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

Ketah,Mojodungkol,Suboh
9  Desa  Alastengah,Baderan,Kalirejo,
| Plalangan,Sumberargo, Taman,
Tamankursi,Tamansari,
4 132

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 3 (tiga) buah gedung
yang terletakpada Gedung Pengadilan Negeri Situbondo Gedung utama
yang dibangun pada tahun 1985 telah mengalami aksi kerusuhan
10 Oktober 1996 sehingga menimbulkan Gedung Pengadilan Negeri
Situbondo rusak total yang tersisa hanya gedungnya , kemudian saat itu
dilaksanakan renovasi beserta mebelernya. Adapun jumlah sarana dan
prasarana gedung dapat dilihat pada tabel berikut.

Luas Tanah .
Lokasi Tanah dan Gedung gt Keterangan

(M2 )

JI. P.B. Sudirman 97 ! Tanah Kantor Bersertifikat

Situbondo No0.32 /1984. Pemerintah RI.
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Cqg. MARI
2. | JI. P.B. Sudirman 97 753 Tanah Gedung Kantor Lantai 1
Situbondo
3. | JI. P.B. Sudirman 97 153 Tanah Gedung Kantor Lantai 2
Situbondo
T4. | JI. Pelabuhan No. Desa dan 1480 Tanah Kantor Balai sidang
Kec. Asembagus, Kab. Bersertifikat No. 6/1984.
a Situbondo Pemerintah RI. Cq. MARI
5. | JI. Pelabuhan No. Desa dan 328 Tanah Gedung Balai Sidang
Kec. Asembagus, Kab. Asembagus
Situbondo
6. | Jl.Desa dan Kec. Besuki, 1080 Tanah Kantor Balai sidang
Kab.Situbondo Bersertifikat No. 13/1984,
Pemerintah RIl. Cq. MARL.
7. | Jl.Desa dan Kec. Besuki, 328 Tanah Gedung Balai Sidang
Kab.Situbondo Besuki

Tabel 2: Gedung Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang kesejahteraan Hakim maupun pegawai Pengadilan Negeri
Situbondo memiliki 8 (Delapan) rumah Negara namun sebagian mengalami
kerusakan diatas 40% sesuai dengan penilaianambang batas kerusakan
gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Situbondo pada tahun 2019. Sehingga hanya beberapa
rumah yang layak dihuni oleh pimpinan dan para Hakim. Adapun jumlah

rumah negara dapat dilihat pada tabel berikut.

1. JIPB.SudimanNo.97  Bak  285/197 KPN MARI Ditempati

/ Type 45

2, JIL.LPB.Sudirman No.97 Baik 323/ 68 WKPN MARI Ditempati/
Type 36

3. JIPB.Sudirman No.97 Baik 323/68 Hakim MARI Ditempati/
Type 36

4. Jl.Santana No.1 Rusak  390/123,5 Panite MARI Ditempati/
~_Ringan ra Type 45

5. JLP.B.Sudirman Baik 290/97 Hakim MARI  Ditempati
Gg.Lumbung 1 I Type 36

6 JLP.B.Sudirman Baik 290/ 97 Hakim MARI  Ditempati
Gg.Lumbung 2 I Type 36

7. Jl.Argopuro No.18 Rusak  420/191,256 Koso MARI  Kosong/

sedang ng ~ Typed5 |

Tabel 3 : Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun operasional kantor,
Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 4 (Empat ) unit kendaraan bermotor
roda 4 dan 6 (enam) kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk
operasional pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera dan Sekretaris unit
kendaraan roda 4 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo
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pada tahun 2017. Adapun jumlah sarana kendaraan dapat dilihat pada tabel

berikut.
1. K. Innova 2017 POSEP Baik . Pinj.Pakai
2. K. Innova E.xw4 2009 P 1048 H Baik APBN
3. D.Terrios TX 2012 P 1439 EP Baik APBN
4, D. Terrios TS 2011 P 1435 EP Baik APBN
5. Honda NF 125D 2008 P 5592 EP Baik APBN
6. Honda NF 125 TD 2008 P 2446 EP Baik APBN
¥ b Honda GL.Pro.160 2006 P 5784 EP Baik APBN
8. Honda GL.Pro.160 2006 P 5783 EP Baik APBN
9 Honda GL.Max125 2003 P3041EP Baik APBN
10 Suzuki RC.100 1996 P 5890EP  R. Berat APBN

Tabel 4 : Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

Pada periode 31 Desember 2023 jumlah sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 38 orang, jumlah tersebut jauh dari
standar ideal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan buku
pedoman administrasi peradilan tahun 2007. Adapun rincian jumlah sumber
daya manusia pada tahun 2023 sebagai berikut

Jumlah
No Jabatan Laki—laki | Perempuan
1 Ketua 1 -
2 | Wakil Ketua 1 -
3 Hakim 5 -
4 Panitera 1 -
Sekretaris 1
5 Panmud Perdata 1 -
6 Panmud Pidana 1 -
7 | Panmud Hukum M -
8 | Ka.Sub Bag. Keegawaian dan Ortala 1
9 | Ka.Sub Bag. Perencanaan, Tehnologi 1 -
Informatikan dan Pelaporan
10 | Ka.Sub Bag. Umum dan Keuangan 1
11 | Panitera Pengganti 4 1
12 | Jurusita 1 “
13 | Jurusita Pengganti 3 1
14 | Staf. Kepaniteraan 1 1
15 | Arsiparis 0 0
16 | Pustakawan 0 0
17 | Staf Kesekretariatan - 1
18 | Pengelola BMN - 1
19 | Pranata Komputer - -
20 | Tenaga PMPN 9 .
Jumlah 32 6

Tabel 5 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo

B. KEDUDUKAN , WEWENANG DAN FUNGSI
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-
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Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga

peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung

mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Wewenang dan Fungsi yang

telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan

hal-hal tersebut sebagai berikut :

;

KEDUDUKAN
Pengadilan Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga peradilan
dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung
mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang - Undang Dasar
1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun
2009 Yaitu :
a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagirakyat pencari keadilan pada umumnya.(pasal 2)
b. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan
olehPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.(pasal 3 ayat 1)
c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan umum berpuncak
padaMahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. (pasal 3
ayat 2)

2. WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun
2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri
sebagai Judicial Power,adalah :

a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pertama

b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila
diminta;
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c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas

dankewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

3. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo
menyelenggarakan fungsi utama yaitu :
1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)
a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke
tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) FUNGSI NASEHAT
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah
daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5
tahun 2004). _
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di
Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) FUNGSI ADMINISTRATIF
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
teknis peradilan dan administrasi peradilan.
4) FUNGSI LAIN
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan
No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
memberikan Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-
luasnya bagi masyarakat serta memberikan infomasi melalui wabsite
Pengadilan negeri Situbondo yang dapat di akses oleh masyarakat
sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
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C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku
tanggal 2 Januari 2019. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo,
dapat digambarkan sebagai berikut :

SEKRETARIS
esere——
. KASUBAG | KASUBAG

 PERENCANA | UMUMDAN | KEPEGAWAI
_____ ilil AN, | KEUANGAN | ANDAN
ilil TExkNoLOGH |
il}] INFORMASI
H | DAN
' PELAPORAN

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Ketua Pengadilan Negeri
Ketua Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan
tugas, tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera , Sekretaris, Jurusita di
daerah hukumnya dan melaporkan Pengawasannya kepada Ketua
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan dapat memberikan
keterangan hukum kepada Instansi Pemerintah daerahnya , apabila diminta.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua
Pengadilan Negeri apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas atau
yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya
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3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara Pidana maupun Perkara Perdata di tingkat pertama
serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara

kekuasaan kehakiman.

Panitera

Panitera Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang
tehnis dan administrasi perkara serta menyelesaiakan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara, dalam melaksanakan tugas Panitera
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi , pembinaan , dan pengawasan pelaksaaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang tehnis

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana .

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata .

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Khusus

o Qo 0w

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, menyajian data perkara

dan transparansi perkara .

f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dari APBN dalam
program tehnis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan perundang - undangan, monitoring, evaluasi , minutasi dan
administrasi kepaniteraan

g. Pelaksanaan Mediasi .

h. Pembinaan tehnis kepanitera dan kejurusitaan dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang

administrasi, organisasi , keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan

prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam melaksanakan

tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
anggaran

. Pelaksanaan urusan kepegawaian

. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

. Pelaksanaan urusan keuangan

. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

Pelaksanaan pengelolaan tehnologi informasi dan statistik.

c -~ 0 o o0 T

. Pelaksanaan urusan surat mneyurat , arsip, perlengkapan , rumah tangga
, keamanan , keprotokolan dan perpustakaan , dan
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h. Penyiapan bahan pelaksaan pemantauan , evaluasi dan dokumentasi
serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri
Situbondo

6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara

di bidang pidana, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas pidana

b. Pelaksanaan register perkara pidana

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim dan Ketua Pengadilan

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan .

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin
penyitaaan dari penyidik .

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
dimunutasi .

h. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para
pihak yang tidak hadir .

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

7. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara

di bidang Perdata, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata

menyeleng garakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perdata

b. Pelaksénaan register perkara perdata

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim dan Ketua Pengadilan

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
dimunutasi .

e. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para
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pihak yang tidak hadir .

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi , peninjauan kembali
h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan salinan putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaiakan risalah penyerahan
isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahakamah Agung .
i. Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi
j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
k. Pelaksanaan penyimpanan yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap.
I. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
m.Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
8. Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengelolaan dan penyajian data perkara , penataan aersip perkara serta
pelaporan, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum
menyelengga- rakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan , pengelolaan dan penyajian data perkara
. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
. Pelaksanaan penataan , penyimpanan , dan pemeliharaan arsip perkara

O a0 T

. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk peniitipan berkas
perkara
f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan — bahan yang
berkaitan dengan tranparansi perkara
g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat , hubungan
masyarakat
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana
Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian |,
penataan organisasi dan tata laksana
10.Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tehnologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai
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tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11.Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

S

ubbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanaka penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

12.P

anitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas:

a.

® a 0o T

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara
diputus dan diminutasi; dan

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada
Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada

Panitera Muda Hukum.

13. Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas :

a.
b
c.
d

e.

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak
terkait.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi
ISU INTERNAL

1.

Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena
mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam
penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara
dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain
itu tenaga honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga
diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan
sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
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b. Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Situbondo
3. Aspek Sarana Dan Prasarana
Terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai mendukung dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

ISU EKTERNAL
1. Aspek Proses Peradilan

a. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena
komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas
korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya
terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan pada umumnya.

b. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat
terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum
tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak
melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

¢. Masih ada permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnyaetos
kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadapteknologi
informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi serta
nilai-nilai peradilan yang excellent belum sepenuhnya tertanam dan
dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

d. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan
mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam
pengajuan perkara secara elektronik ;

e. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak yang berperkara
tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
a. Distribusi Hakim dan aparatur peradilan yang belum merata ;
b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti ;
3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan pembanguna ZI yang dicanangkan oleh

Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya

selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan

standart yang telah ditetapkan.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang
adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antaralain meliputi penataan
kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi
profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk
mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada
masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur
Negara pada RPJMN 2020 - 2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan
perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri
Situbondo pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program - program
yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi
Pengadilan Negeri Situbondo.

1. VISl dan MISI
a. VISI

Visi adalah Suatu gambaran yang dituangkan tentang keadaaan masa depan

yang dinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Situbondo

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Yaitu :

* Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung”

b. MISI
Misi adalah Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik. '
Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo

a2 embenkan _peiayanan_hukum_yang berkoadilan _kepada pencari
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keadilan.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri
Situbondo.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo .

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo yang mandiri, transparansi
dan Akuntabel;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan ;

3. Memberikan aksesibiltas yang mudah bagi masyarakat pencari
keadilan ;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Mewujudkan manajemen SDM  yang professional  dan
berkesinambungan;

6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;

7. Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima;

8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan dari tahun 2020 — 2004 , Reviu sasaran strategis yang

hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan
hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator
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Kinerja Utama selama tahun 2020 — 2024 dapat dideskripsikan sebagai
berikut ini :

' SASARAN
TUJUAN STRATEGIS diiie L

INDIIKATOR KINERJA UTAMA

Terwwujuhnya ‘Terwujudnya a. Persentase perkara yang diselesaikar
e or e oL peradilan yang tepat waktu.
layanan Peradilan pasti, transparan, b. Persentase putusan yang menammakan
dan akuntabel. pandekatan keadilan restoratif di
kamah Agung. j
e Persentasa perkara yang tadak
mengajukan upaya hukum banding.
d. ase pekara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi.
e. Persentase perkara pidana anak yang
saikan dengan diversi. :
f. Index rescponden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan.
Memberikan pelayanan RaCUT B IEET a. Persentase salinan putusan yang
L e epe e e B efektivitas diterima oleh para pihak tepat waktu.
Daghmasyarakat Dencari i -t il e b. Persentase perkara yang diselesaikan
keadilan. penyelesaian melalui Mediasi.
perkara
Memberikan Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang
aksesbilitas yang ‘akses peradilan diselesaikan.
mudah bagi para bagi masyarakat  b. Persentase perkara yang diselesaikan
pencari keadilan. miskin dan _diluar gedung pengadilan.
terpinggirkan c. tase pencari keadilan golngan
tattentu ymg mendapat bank:an
hukum (Posbakum).
L e s e Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata
terhadap putusan kepatuhan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
pengadilan terhadap putusan
pengadilan
oo el Mewujudkan - a. Persentase layanan umum dan
pelaksanaan tugas manajemen SDM peningkatan ASN
Mahkamah Agung yang professional
bungan
Mewujudkan a. Persentase layanan perkantoran dan
regulasi dan tata pendukung kinerja
kelola yang baik . Gaji dan Tunjangan
. Pengelolaan SDM
- Mewuludkan Pementasa Pelayanan temadap
-.kaaakmraiatan
yang baik dan Operasmnal dan Pmneiihaman kantor
prima '
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Pemenuhan

dalam
mendukung
pelayanan
peradilan

Tabel 6 : Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

B. Rencana Kinerja Tahunan 2023

Sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
tujuan, maka ditetapkanlah sebuah rencana kegiatan tahunan. Adapun rencana

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam
kebutuhan sarana mendukung pelayanan peradilan.
dan prasarana

kinerja tahunan tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai berikut.

< LRE] :Tefwujudnya
_peradiian yang pasti
transparan dan
‘Akuntabel

Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

. Meningkatnya Akses
~ Peradilan bagi

- Masyarakat Miskin
~ dan Terpinggirkan

Men!ngkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
; Mgwujudkan '
rie ManajemnSDM :
~ yang professional dan
- berkesinambungan

a.

3

Presentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu:

b. Jumlah Putusan yang menggunakan

o

d.

Pendekatan keadilan restorative
Presentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
Presentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

. Persentase perkara anak yang

diselesaikan dengan Diversi

: tﬁdex-respnndeh'-:phncaﬁkeadilaﬂ :

~ yang puas terhadap layanan peradilan = T

b. Persentase perkara yang diselesaikan |

. Persentase Salinan Putusan Yang

diterima oleh para pihak tepat waktu

- melalui mediasi
. Persentase perkara Prodeo yang

diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan
- diluar gedung Pengadilan
. Persentase Pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusl)

d.

b.

Persentase Peja.bat yang sudah
memenuhi standar kompentensi
jabatan menajenal

Persentase tingkat keiengkapan data
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c. Persentase layanan kenaikan pangkat

tepat waktu
N d. Persentase pengusulan tepat waktu
6  Mewujudkan regulasi  a. Nilai LKJP Minamal “BB “

~ dantatakelolayang  b. Predikat Pembanguna Zona tntegﬁtas
- baik - WBK/WBBM

. Nilai IPK
. Nilai IKM

w

f. Prosestase realisasi Penerimaan
Negara bukan Pajak ( PNPB)

. Prosestase realisasi anggaran belanja

. Prosestase pelaporan LHKPN /

LHKASN tepat waktu

Prosestase nilai kinerja anggaran

Prosestase Kedisiplinan masuk kerja

. Pelanggaran Disiplin

. Jumlah aplikasi yang diselesaikan

. Jumlah Kapasitas bandwicth yang

_ 2kretari memadai

e dan prima c. Prosestase distribusi surat

] ' . Prosestase tindaklanjut surat tepat
waktu

- e. Prosestase arsip surat yang dapat

ditemukan dengan mudah dan cepat
f. Jumlah kerja sama antar Instansi
terkait
g. Jumlah berita tentang Satker yang
 dibuatdimedia
x .Ium!ah Iayanan dl Pengadllan

o Qo0
ot
®
o
g
>
=
-
®
a
-
a
@,
©
o
=
]
3
S
]
3
< =
: g
-+

Aty

- m

 Mewujudkan
Sl p&lavanan _

oo o= -

o

Jumtah Iayana.n Bantuan Hukum

. Prosentase pengusulan dan
‘penyelesaian usulan kepegawaian

I. Jumlah Pemeliharaan gedung

m.Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas

n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /

mesin kantor
0. Jumlah layanan pengelola keamanan,
urusan tata usaha dan rumah tangga

x4 - o

Tabel 7 : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023
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C. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya
yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandan
sasaran Pengadilan Negeri Situbondo , menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023

yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo , sebagai berikut.
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d. Persentase pengusulan tepat waktu 100 %
Mewujudkan regulasi  a. Nilai LKIP Minamal “BB “
dan tata kelolayang  b. Predikat Pembanguna Zona
baik Integritas WBK / WBBM

c. Nilai IPK
d. Nilai IKM
e
f

. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu

b ? 3 e
Terwujudnya a. Presentase perkara yang diselesaikan
peradilan yang pasti, tepat waktu: -
transparan dan b. Jumlah Putusan yang menggunakan
Akuntabel Pendekatan keadilan restorative -
: c. Presentase perkara yang tidak -
mengajukan upaya hukum Banding
~ d. Presentase perkara yang tidak -
mengajukan upaya hukum Kasasi
e. Persentase perkara anak yang -
diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan -
peradilan
Peningkatan Efektifitas a. Persentase Salinan Putusan Yang -
Pengelolaan : diterima oleh para pihak tepat waktu
‘Penyelesaian Perkara  b. Persentase perkara yang diselesaikan
Meningkatnya Akses a. Persentase perkara Prodeo yang
Peradilan bagi diselesaikan -
Masyarakat Miskin b. Persentase perkara yang diselesaikan -
‘dan Terpinggirkan diluar gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat -
layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata
Kepatuhan Terhadap  yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Putusan Pengadilan
Mewujudkan a. Persentase Pejabat yang sudah 90 %
Manajemen SDM memenuhi standar kompentensi -
yang professional dan jabatan menajerial
berkesinambungan b. Persentase tingkat kelengkapan data
Cstieawatan
c. Persentase layanan kenaikan
pangkat tepat waktu

. Prosestase realisasi Penerimaan 100 %
Negara bukan Pajak ( PNPB)
g. Prosestase realisasi anggaran belanja
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h. Prosestase pelaporan LHKPN /
~ LHKASN tepat waktu

i. Prosestase nilai kinerjaanggaran | S

i
J
k. Pelanggaran Disiplin
7 Mewujudkan ~ a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan
- pelayanan b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang
~ kesekretariatan yang memadai
- dan prima c. Prosestase distribusi surat
d. Prosestase tindaklanjut surat tepat
waktu
e. Prosestase arsip surat yang dapat
~ ditemukan dengan mudah dan cepat
f. Jumlah kerja sama antar Instansi
terkait
g- Jumlah berita tentang Satkeryang =
dibuat di media
h. Jumlah layanan di Pengadilan _
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan 200 Orang
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum e
k. Prosentase pengusulan dan
‘penyelesaian usulan kepegawaian
I. Jumlah Pemeliharaan gedung - 1/1540 M2
m.Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas ~ 7/884 M2
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan / 94 Unit
mesin kantor
o. Jumlah layanan pengelola keamanan, =~
urusan tata usaha dan rumah tangga =~

Tabel 8 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut diatas, didukung oleh
pagu anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi, dengan
rincian program sebagai berikut.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 96.740.000,-
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 5..526.558.000,-
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Jenis Belanja Pagu (Rp)

Barang 78440,000,00 77.01550000 9818%  1.1425.000 1,82%
Kimwasmat 1.500.000,00  1.500.000,00 100 % 0 0 %

Pos Bankum 16.800.000,00  16.800.000,00 100 % 0 0 %
Total 96.740.000,00 95.315.000,00 98,18%  1.1425.000  1,82% |

Table 9 : Anggaran dan realisasi DIPA 01

SR e o % Rp %

Pegawai 4,085.459.000,00 3.708.119.249,00 90,76 395 .339.751,00 - 6,34%

Barang 1.441.099.0000 1.423.021.5220 9875% 18.077.479,00 01, 75%
0 0 ;

Modal 0 0 i 0

Total 5.526._558.000 5.131.140.771 92, 84% 395.417.229 (7,16%)

Table 10 : Anggaran dan realisasi DIPA 03

D. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal
struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam
menghasilkan output dan outcome yang diinginkan. Dengan adanya pohon kinerja
dapat diketahui analisis proses bisnis yang menggambarkan pola koordinasi antar
stakeholders (pemangku kebijakan) yang terlibat dalam rangka pencapaian sasaran
strategis organisasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan
penyusunan Pohon Kinerja yang mengacu pada Sasaran Strategis Organisasi.
Pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Tujuan, Visi, Misi dan
Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo yang telah diselaraskan
dengan Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran Mahkamah Agung RI.

Dalam pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Sasaran
Strategis serta indikator tiap sasaran, juga terdapat strategi yang akan dilaksanakan
dalam merealisasikan tiap-tiap sasaran strategis. Dalam pelaksanaan tujuan
organisasi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo didukung oleh anggaran dalam 2
(dua) DIPA dengan program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
serta Program Dukungan Manajemen.
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Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut aparatur Pengadilan
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan. Adapun proses bisnis serta pola koordinasi antar stakeholders
Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada gambar berikut.

- = .

Terwujudnya Pengadilan Negeri
Situbondo yang Agung

-

r Strategic Area ]

| = .
|
Meniaga Kemandirian
Pengadilan Negeri Situbondo
atan yang
i ' = prima peradilan
rumagn Pidana ] [ Kepaniteraan Perdata ][ aniteraan Hukum l Sub Bag. Umum dan Keuvangan Sub Bag. Kepegawnian Sub Bag. Peiencansan, Teknologi
& Otals Informesi dan Pelaporan
Output Output Output
Tercimtanya
Sarane dan
regulasi & tata &'“':n Prasacana daam
kelols yang bak yor Balk & Prima by oy 04
: lanjut
-
4
=
s ks per e H
DGR RERcLian ] perkans yang otrhars prodes 2
melgiui medas st e sadean. &
o
boctntat Indikator indibator  (ndikator
Bl Lcne
w Fembangunan Milgi P Hilai KM
i WK | WAEM
. Indikator Indtikaton indikator Indikator
Fapasias g tindok. m“"
: S e
¥ varg memadal ‘own cepm
| Indikator Indikator indikator
: Jumish yacan Temeaubine
- o pergeiviamn PRGN B
PEMCRGN  ppnanen wisan (ammeduns
Secmean/ tota usata. dan ceayanan

Gambar 3: Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang
diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya
peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan
dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.  Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian
kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023, dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian Kinerja dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan
perbandingan antara target dengan capaian/ realisasi kinerja selama satu tahun.
Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode.

Hal ini untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target yang telah
ditetapkan satu tahun dalam rangka capaian rencana/ sasaran jangka
menengah.
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A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2023 ini. Secara keseluruhan target kinerja
Pengadilan Negeri Situbondo dari 13 (tiga belas) indikator untuk 4 (empat)
sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil mencapai target bahkan ada
yang melebihi target yang ditetapkan yaitu 13 (tiga belas) indikator kinerja.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini

. : ;

Terwujudnya a. Presentase perkara yang diselesaikan
peradilan yang pasti, tepat waktu:

transparandan b. Jumlah Putusan yang menggunakan
Akuntabel : ‘Pendekatan keadilan restorative

c. Presentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
d. Presentase perkara yang tidak
- mengajukan upaya hukum Kasasi
e. Persentase perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan
; peradilan
Peningkatan Efektifitas a. Persentase Salinan Putusan Yang
Pengelolaan diterima oleh para pihak tepat waktu
Penyelesaian Perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan
_ melalui mediasi
Meningkatnya Akses ~ a. Persentase perkara Prodeo yang
Peradilan bagi  diselesaikan
Masyarakat Miskin b, Persentase perkara yang diselesaikan
danTerpinggirkan  diluar gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata
Kepatuhan Terhadap | yang ditindaklanjuti (dleksekusi)

Putusan Pengadilan |
Tabel 11 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023
Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir Tahun
2023 di satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo
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Dari tabel akan terlihat prosentase capaian kinerja atau keberhasilan dari

masing-masing kegiatan yang ditargetkan

m 1 Sasaran > 5

asi | Capaian

a. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu:

b. Jumlah Putusan yang
menggunakan Pendekatan
keadilan restorative

c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Kasasi :

e. Persentase perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

a. Persentase Salinan Putusan
Yang diterima oleh para pihak
tepat waktu

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

‘a. Persentase perkara Prodeo

yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
Pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum

Persentase putusan perkara

- perdata yang ditindaklanjuti

(eksekusi)

a. Persentase Pejabat yang sudah
memenuhi standar kompentensi
jabatan menajerial

b. Persentase tingkat kelengkapan
data kepegawaian

c. Persentase layanan kenaikan
pangkat tepat waktu

d. Persentase pengusulan tepat
waktu

a. Nilai LKJP Minamal * BB “
b. Predikat Pembanguna Zona
Integritas WBK/ WBBM

100 %
20 %
85%

90%

10 %

100%

10 %
0 %

0 %

100%

90 %
97 %
97 %

100 %

75
WBK
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100 %

0%

100%

125%
0 %
0 %
100%

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %

70
0%




I

SR
dan prima

¥

Nilai IPK
Nilai IKM

. Predikat Akreditasi Penjaminan

Mutu

Prosestase realisasi
Penerimaan Negara bukan
Pajak ( PNPB)

. Prosestase realisasi anggaran

belanja

. Prosestase pelaporan LHKPN/

LHKASN tepat waktu
Prosestase nilai kinerja
anggaran

Prosestase Kedisiplinan masuk
kerja

Pelanggaran Disiplin

. Jumlah aplikasi yang

diselesaikan

yang memadai

c. Prosestase distribusi surat

L

. Prosestase tindaklanjut surat

tepat waktu

. Prosestase arsip surat yang

dapat ditemukan dengan
mudah dan cepat
Jumlah kerjasama antar
Instansi terkait

. Jumlah berita tentang Satker

yang dibuat dimedia

. Jumlah layanan di Pengadilan

Jumlah pengguna layanan
Pengadilan

Jumlah layanan Bantuan
Hukum

Prosentase pengusulan dan
penyelesaian usulan
kepegawaian

Jumlah Pemeliharaan gedung

m. jumlah Pemeliharaan rumah

n.

0.

dinas

Jumlah Pemeliharaan peralatan
/mesin kantor

Jumlah layanan pengelola
keamanan, urusan tata usaha
dan rumah tangga

92 %
92 %
ﬁAn

100 %

98 %
98 %
95 %
97 %

1%

50

100 %
98 %

98 %

3
35

5

200
Orang
34 ]

Oran

94 %

1
1540M2
=y
/884 M2

94

Unit

5
bulan
layanan

10235%

100 %
93,51 %
100 %

0%

100
Mpbs
100 %

100 %

100 %

1211
Orang

98
orang
100 %

1/
1540 M2

71
884 M2

94
Unit
12
bulan
layanan

-

=

ENMALE

o
-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




Tabel 12 : Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus
sebagai berikut.

Berikut ini penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja
berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari
tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara.

> 125% Sangat Berhasil
100% - 125% Berhasil bt
75% - 99,99% Cukup Berhasil

30% - 74,99% Kurang Berhasil
0% - 29,99% Tidak Berhasi

Tabel 13 : Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja
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No SERETET Indikator Ratat - rata Katagori
Capaian %  Keberhasilan
2 3
1 | Terwujudnya | a. Persentase perkara yang 100
peradilan diselesaikan tepat waktu:
yang pasti, b. Jumlah Putusan yang 0
transparan menggunakan Pendekatan
dan keadilan restorative
akuntabel c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 113
Banding
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 116,8
Kasasi
e. Persentase perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi 0
f. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 105,5
layanan peradilan
2 | Meningkatny 'a. Persentase Salinan Putusan
a efektifitas Yang diterima oleh para pihak 100
Pengelolaan tepat waktu
Penyelesaia b. Persentase perkara yang
mPsiar diselesaikan melalui mediasi 125
3 | Meningkatny | a. Persentase perkara Prodeo
a Akses yang diselesaikan 0
Peradilan b. Persentase perkara yang
bagi diselesaikan diluar gedung 0
Masyarakat Pengadilan
.hlf‘;?::: gdgai‘:l C. Persentase Pencari keadilan
kai golongan tertentu yang 100
mendapatkan layanan bantuan
hukum
4 | Meningkatny | Persentase putusan perkara
a Kepatuhan | perdata yang ditindaklanjuti 50
Terhadap (eksekusi)
Putusan
Pengadilan
5 | Mewujudkan | a. Persentase Pejabat yang sudah
Manajemen memenuhi standar kompentensi 111
SDM  yang jabatan menajerial
professional | b. Persentase tingkat kelengkapan
dan data kepegawaian 103
berkesinam- "¢ “persentase layanan kenaikan
bungan pangkat tepat waktu 100
d. Persentase pengusulan tepat 100
waktu
6 | Mewujudkan | a. Nilai LKJP Minamal “ BB “ 93
regulasidan "p " Predikat Pembanguna Zona 0
tata kelola Integritas WBK/ WBBM
yang baik

c. Nilai IPK
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. Nilai IKM 103,5

. Predikat Akreditasi Penjaminan AT
Mutu
Prosestase realisasi
Penerimaan Negara bukan 100
Pajak ( PNPB)

. Prosestase realisasi anggaran 104,4
belanja

. Prosestase pelaporan LHKPN / 102
LHKASN tepat waktu
Prosestase nilai kinerja 97,90
anggaran
Prosestase Kedisiplinan masuk 103
kerja

. Pelanggaran Disiplin 0

Mewujudkan | a. Jumlah aplikasi yang 100
pelayanan diselesaikan
kesekretariat ["p ~j mlah Kapasitas bandwicth 200
an yang dan yang memadai
T c. Prosestase distribusi surat 100
. Prosestase tindaklanjut surat 102
tepat waktu
. Prosestase arsip surat yang
dapat ditemukan dengan mudah 102
dan cepat
. Jumlah kerjasama antar Instansi 260
terkait
. Jumlah berita tentang Satker 230
yang dibuat dimedia
. Jumlah layanan di Pengadilan 120
i. Jumlah pengguna layanan 655
Pengadilan
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum 288
. Prosentase pengusulan dan
penyelesaian usulan 106
kepegawaian
. Jumlah Pemeliharaan gedung 100
.jumlah Pemeliharaan rumah 100
dinas
. Jumlah Pemeliharaan peralatan 100
/mesin kantor
. Jumiah layanan pengelola
keamanan, urusan tata usaha 100
dan rumah tangga
Pemenuhan | a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas
kebutuhan dalam mendukung Pelayanan 100
Saranan dan Jumlah peradilan
Prasarana
dalam
mendukung
Peradilan
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Tabel 14 : Kategori Penilaian Capaian Kinerja Tahun 2023
Pengadilan NegeriSitubondo

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja dari 8 (Delapan) sasaran
strategis indikator kinerja di Pengadilan Negeri Situbondo jika dibandingkan
dengan target yang ditetapkan tergolong baik dan berhasil mencapai target
yang ditetapkan. Adapun hal-hal yang tidak memenuhi target akan dianalisa
pada bagian lain dalam Bab ini. Dari hasil persentase capaian seluruh
indikator sebanyak 8 (Delapan) indikator dengan kategori berhasil dan 3 (tiga)
indikator sangat berhasil berhasil serta 3 (tiga) indikator tidak berhasil

berhasil

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.
Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 2023 merupakan tahun ketiga
dalam dokumen Rencana Strategis 2020 — 2024. Adapun perbandingan
realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri
Situbondo selama periode tahun 2021 — 2023 dapat dilihat pada tabel
berikut

. Persentase perkara anak yang

diselesaikan dengan Diversi 10
a.Persentase Salinan  Putusan Yang
Meningkatnya diterima oleh para pihak tepat wakiu Lo S )
"FH‘“““‘ | b. Persentase perkara yang diselesaikan
Penyelesaian melalui mediasi 10 125 125 20
Perkara
e 1 a. Persentase perkara Prodeo yang
83 Meningkatnya diselesaikan _ S e Yoo Il g
Peradilan bagi bf::mm yang diselesaikan 0 o i :
M, dant ¢. Persentase Pencari keadilan golongan
B Tepigorian el yRgmendepslmnieyen g j 0 4
Bigethan| [Ty | 2
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85,2

100

100

10%

124

100

150




a. Persentase Pej sudah memenuhi
e i M et B e TR
b. Persentase tingkat kelengkapan data o7 100 103 i -
kepegawaian

¢. Persentase layanan kenaikan pangkat

ot Wi 9 100 100 490 100 100 100 100 100
d. Persentase pengusulan fepat wakiu. 400 100 100 100 100 100 100 100 100
a. Nilai LKJP Minamal * BB I T
b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK 0 0 WBK 0 0 W8 0 0
WBK/ WBBM K
¢. Nilai [PK 92 0706 105 92 9706 105 92 972 106
| lK 1 i & i,
d. Nitei 1KM %2 BN 85 o gy 035 @ 57 104
: o oo g
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu A A A . a w " ow "
: = - _
Frommtios Wm;’“‘m M e e e e e e e
9. Prosestase realisasi anggaran befanja B M0A Mmoo wea % ot 100
5
nwmu«muﬂmu 98 100 102 % 00 102 100 100 100
i P fai ki
i. Prosestase nilai kinerja anggaran B BA N s w5t o B w9790
J. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja W R e e i e e e
k. Pm Dssflm | 1 0 0. | 1 0 0 1 0 0
c. Jumlah aplikesi yang diselesaiken P hihe e e £ e s e S e
a. Jumiah Kapasitas bandwicth yang 50 10 200 50 80 0 M0 20
memadai Mpbs  Mpbs Mpbs  Mpbs Mpb  Mpbs
8
b. Prosestase distribusi surat MmN e e W T e
. Prosestase i j
¢ it st oo TR O (R SR ORI R T O T
d. Prosestase arsip surat yang dapat 98 100 102

ditemukan dengan mudah dan cepat 9% 100 102 98 100 102

8. Jumiah kerjasama antar Instansi terkait 3 8 260 3 5 166 3 5 166

f. Jumlah berita tentang Satker yangdibuat 35 81 230 . 36 81 225

g. Jumlah layanan di Pengadilan 8 6 120 5 6 2 5 6 120

h. Jumlah pengguna layanan Pengedilan 200 1211 655 280 339 " 0 76 38
Og  Org org Org Og Org

i. Jumiah layanan Bantuan Hukum 34 98 288 34 29 34 96 280
Og Org og og %2 og o

j. Prosentase pengusulan danpenyelesaian 94 100 106 100 100 100 100 100 100

usulan kepegawaian :

k. Jumiah Pemeliharaan gedung 1 1 100 1 1 100 1 1 100
1540 1540 11540 11540 /154 /1540
M2 M2 M2 M2 M2 M2

. Jumlah Pemeliharaan rumah dinas 7 7/ 100 7 7 10 7 7 100
M2 M2 M2 M2 M M2

m. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin 94 94 100 94 94 100 94 94 100
kantor Unit Unit Unit Unit Unit  Unit

n. Jumiah layanan pengelola keamanan, 12 12 100 100 . 100
o i bih  bin bin  bin
layn  layn layn  layn

Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam 80 80 100 80 80 100 80 80 100

mendukung Pelayanan Jumlah peradilan

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja TH 2021- 2023
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A3

Hasil perhitungan capaian kinerja diatas diukur dengan rumus sebagai
berikut.

Realisasi

Capaian Kinerja = ~Toret x 100%

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa
realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir
tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka
Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo yang dituangkan dala
dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2015 — 2019 telah
berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Negeri
Situbondo yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) jangka menengah 2020 — 2024. Adapun realisasi dan capaian
kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama periode
jangka menengah tahun 2015 — 2019 dibandingkan dengan target akhir
jangka menengah tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Target Realisasi Capaian Ket
(2024) 2023 (%, 2023 (%) 2023 (%)
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melalui mediasi
Meningkatnya Akses = a. Persentase perkara i
Peraditan bagi Prodeo yang 1 0 0 0 Tercapai
Masyarakat  Miskin diselesaikan
dan Terpinggirkan b. Persentase perkara
yang diselesaikan 1 0 0 0 Tidak
diluar gedung Tercapai
Pengadilan
c. Persentase Pencari 100 100
keadilan golongan 100 100
tertentu yang
mendapatkan
layanan  bantuan
hukum
Meningkatnya Persentase putusan 50 50 100 200
Kepatuhan Terhadap perkara perdata yang Tercapai
Putusan Pengadilan ditindaklanjuti (eksekusi)

Tercapai

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan

Target target akhir jangka menengah tahun 2020 — 2024

A4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar
Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja
tahun 2023 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga
mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak
diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020 — 2024.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023
dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung
2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Target Target Realisasi Capaian
Mari 2023 (%) 2023 (%) 2023 (%)
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Peradilan begi Prodeo yang 30 0 0 0 Torcapai

Tidak
diluar gedung 100 0 ¢ 0 Tercapai

¢ Persentase Pencari 100 100
keadilan  golongan 100 100

Tercapai

Meningkatnya Persenfase  putusan 75 50 100 200

Kepatuhan Terhadap perkera perdata yang Twoapel
Putusan Pengadilan  ditindaklanjuti (eksekusi)

Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar
Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Hasil perhitungan capaian kinerja pada table diukur dengan rumus sebagai
berikut.

Capaian Kinerja= - ~oo=asl oo

Target

Berdasarkan data pada tabel hasil realisasi kinerja tahun 2023
dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tergolong baik dan dapat
memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis
Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 — 2024.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri se-
wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2021 nilai capaian kinerja
Pengadilan Negeri Situbondo tergolong Sangat Baik.
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3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar 70.6 atau BB (Sangat Baik).

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

dengan rincian sebagai berikut:

No. Komponen/Kriteria Bobot
| L. Perencanaan Kinerja = 30.00 24
« Do ini telah gani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbétkan BSrE
| 4 alal = UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat |
d- cphessie nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Eleldronik dan/atau hasi cetaknva merupakan alat bukti hukum vana sah™

Gambar 6 : Nilai AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Surat
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2023, Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan
untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana
kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri
Denpasar Tahun 2023 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan,
diuraikan sebagai berikut.

Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara
lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara
pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan
akan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan
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Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 09 / SK.KPN./1 / 2023 tanggal
3 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri
Situbondo , sasaran strategis ini diukur melalui 8 (Delapan) indikator kinerja utama
sebagai berikut.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan :
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;

Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima;

PSRN

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan
peradilan.

Adapun realisasi dan capaian target Kinerja Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut mempunyai 6 ( Enam ) indikator

kinerja diantaranya :

Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu 100
Jumlah Putusan yang menggunakan 20 0
pendekatan keadilan restorative

Persentase perkara yang tidak 85 96
mengajukan upaya hukum Banding _
Persentase perkara yang tidak 90 1245
mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara anak yang -0 0
diselesaikan dengan Diversi )
Index responden pencari keadilan 90 98,30 109,2
yang puas terhadap layanan peradilan

RATA - RATA NILAI CAPAIAN KINERJA
Tabel 18 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus
sebagai berikut.

Capaian Kinerja = —??é'::i x 100%

1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
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» Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan
tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

» Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima)
bulan.

» Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitugan sebagai berikut

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah Perkara yang diselesaikan

X 100%

Untuk perkara perdata dari 208 jumlah perkara yang diselesaikan, 192
perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase relaisasi capaian tahun
2023 sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk perkara pidana, dari 206 jumlah perkara yang diselesaikan , 191
perkara diselesaikan tapat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun
2023 sebesar 100%, sesuai target yangtelah ditetapkan Capaian kinerja
digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase
Capaian
Kinerja

Persentase perkara Perdata 100% 100% 100%
- yang diselesaiakan tepat waktu

Tabel 19 : Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara
yang diselesiakan tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat
dilihat pada tabel berikut :

Fabiin Jenis Jumiah | Jumlah
Perkara Perkara Perkara Target Realisasi Capaian
yang yang
diselesaikan diselsaikan
' tepat waktu
Perdata
Pidana 191 191 100% 100% 100%
2022 Perdata 218 218 100% 100% 100%
Pidana 181 181 100% 100% 100%
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162 161 100% 100% 100%

175 175 100% 100% 100%

Tabel 20 : Perbandingan capaian kinerja tepat waktu

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini dalam
mewujudkanproses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai
berikut :

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mencapai

100 %. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu

dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya

pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah

melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud
pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaiamana dimaksud
dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka
waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan

Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat

pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2022 semua perkara baik

pidana maupun perdata diselesaikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan
bahwa produktifitas peneyelesaian perkara di Pengadilan Negeri

Situbondo berjalan dengan baik.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo

yaitu diantaranya :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan
penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Pelaksanaan monitoring' dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA

~ grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo

3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-
rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo selalu
menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses
persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang
berlaku.

4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian
perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.
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Hasil kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah terbukti sangat baik
dan pada tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan berupa :

Gambar 7.
Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi
Implementasi SIIP darn Pengadilan
Tinggi Surabaya, Peringkat Ke- 1
Bulan Januari — Oktober 2023
Pengadilan Kelas | B
Kategori 1 s/d 500 perkara

2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan
restoratif

> Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbadingan
antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan
perkara yang diajukan untuk restoratif.

» Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahakamah Agung
diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman
Penerapan Restoratif Justice .

» Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah
perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Perkara diselesaiakan dengan restoratif
Perkara yang diajukan untuk restoratif

X 100%

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Situbondo tidak terdapat perkara
yang diajukan melalui pendekatan restorative justice, jadi realisasi
persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
adalah 0%.

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
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Jumlah putusan yang menggunakan  20% 0% 0%
- pendekatan keadilan restoratif

| S—

———e I e |

Tabel 21 . Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan restorative

Penerapan Restoratif justice di Pengadilan belum ada petujuk lebih
lanjut dari Mahkamah Agung terkait penerapan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/
12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice.

3. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
» Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara

yang diselesaikan.

» Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan
upaya hukum banding.

» Jumlah perkara yang diselesaiakan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

x 100%
Jumlah Perkara Yang Diselesaan

Untuk perkara perdata 194 perkara yang diputus 11 perkara menyatakan
banding, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
sebanyak 183 perkara. Target pada indikator ini adalah 85%, sedangkan
realisasinya adalah 95 %,

Untuk perkara pidana 127 perkara Pidana yang putus, 26 perkara
menyatakan banding, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sejumlah 101 perkara. Target pada indikator ini adalah
85%, sedangkan realisasinya adalah 80 %,

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata
adalah 321 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sejumlah 310. Target pada indikator ini adalah 85%,
sedangkan realisasinya adalah 97%, sehingga capaian indikator persentase
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perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 114 %
Capaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Capaian
Kinerja

Prosentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
Hukum Banding

Tabel 22: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding tahun 2023

Perbandingan target realisasi dan capaian kinerja persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3 tahun terakhir:

i Jumiah  Jumlah Perkara  Target Realisasi Prosentase
| Tahun Perkara Yang Tidak

Capaian

Yang Mengajukan Kinerja
diselesaikan Upaya Hukum
_ o Banding :
- 2023 321 310 85 % 97 % 114 %
2022 382 351 85%  1088%, 1208%

2028 T 858 e ) - 80%  927%, 1158%

Tabel 23: Prosentase capaian Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding

Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023 mengalami kenaikan atau diatas 100 % Jika dilihat
jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding angkanya yang
kecil, jika dibandingkan dengan perkara yang putus berarti masyarakat
menunjukkan apresiasi yang baik terhadap putusan Pengadilan Negeri
Situbondo

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Prosentase
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
| » Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang

diselesaikan.
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» Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

X100%
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

Untuk perkara perdata 194 perkara yang diputus 4 perkara menyatakan
Kasasi , jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak
190 perkara. Target pada indikator ini adalah 75%, sedangkan realisasinya
adalah 98 %, '

Untuk perkara pidana 127 perkara yang putus O perkara menyatakan
Kasasi, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
sejumlah 127 perkara. Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan
realisasinya adalah 100 %, Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus,
baik pidana dan perdata adalah 321 perkara, sedangkan perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 317.

Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 99 %,
sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi sebesar 101%,. Capaian target tersebut diatas
digambarkan sebagai berikut:

‘. Indikator Kinerja ' Target Realisasi ‘ Prosentase

' ‘ Capaian

f i-' ~ Kinerja

‘ Prosentase perkara yang 0% 9%  101%
tidak mengajukan upaya n

. HukumKasasi i el B T

Tabel 24 : Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi tahun 2023
Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 3 tahun terakhir:
Target | Realisasi

Jumlah Jumlah Perkara

Perkara | ' Yang Tidak

Yang Mengajukan Upaya |
diselesaikan | Hukum Kasasi

 Prosentase
- Capaian
Kinerja

317 0%  99% 101%
363 90% 10514%  116,8%
340 9% 957% 1051 %

Tabel 25: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
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Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023 mengalami kenaikan atau diatas 100 %, Jika
dilihat jumiah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sangat
kecil, jika dibandingkan dengan perkara yang putus masyarakat
menunjukkan apresiasi yang baik terhadap Pengadilan Negeri
Situbondo.
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

» Indikator kinerja persentase perkara anak yang diseleaikan dengan
diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang
dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

» Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana
anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan
berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

» Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil

x 100%
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

Tahun 2023, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan
Negeri Situbondo, sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara pidana anak
tersebut, tidak dapat diajukan diversi dan belum tercapai perkara anak
yang diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Situbondo, dan
perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Target yang hendak
dicapai adalah 10% dan kemudian belum ada penyelesaian perkara
anak yang diselesaikan dengan Diversi, Capaian target indikator ini
digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja

Prosentase perkara anak yang 10% 0%, 0%
diselesaikan dengan Diversi

Tabel 26: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan
diversi
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Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun terakhir:

Jumlah ~ Jumiah Target Realisasi Prosentase
! Perkara Perkara ' ' Capaian

Pidana diversi : Kinerja

2023 3 0o 10% 0%, 0%,
[ 2022 2 0o 10% 0%, 0%,

’ 2021 3 0o 10% 0%, 0%,

Tabel 27: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan
diversi

| S SRS S

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator persentase
perkara anak yang diselesaikan dengan diversi capaian kinerjanya
belum tercapai , namun apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang
masuk kecil dan belum tercapai diselesaiakan dengan diversi, hal ini
disebabkan karena beberapa hal diataranya:

1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat

penyidikan maupun penuntutan.

2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo

tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.
Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:
1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk penyelesaian

perkara dengan diversi adalah sebagai berikut :

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo
mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat
diselesaikan melalui diversi.

2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga
perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat

diselesaikan melalui diversi.
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6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan.

» Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan
PERMENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus >
80.

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Situbondo

tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Peroide Jumlah Hasil Keterangan
No :
Responden Survei
1 Triwulan | 42 94,84 % Hasil survei
( Januari — Maret) melalui aplikasi
e-suvey Badilum
2 Triwulan Il 32 93,66 %  Hasil survei
( April = Juni) melalui aplikasi
e-suvey Badilum
3 Triwulan Il 54 98,30 % Hasil survei
( Juli — September) melalui aplikasi
e-suvey Badilum
4 Triwulan IV 63 95,90 %  Hasil survei
( Oktober- Desember) melalui aplikasi
e-suvey Badilum
0,
Total 191 95,68%

Tabel 28 : Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023
adalah 90%, seangkan realisasinya adalah 95,68% sehingga Capaian
kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,3%,

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun
2021 — 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

4 Rea“sasi

2023 90% 95,68%, 106,3 %

2022 90% 95,27%, 105,5% '
2021 90% 89,57%, 99,5%

Tabel 29: Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan
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Table diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks
kepuasan masyarakat dari tahun 2021 sampai dengan 2023
mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari
upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk terus
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan
maupun pelayanan PTSP diantaranya:
1. Petugas PTSP mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima,
bekerjasama dengan Bank BRI cabang Situbondo .
2. Tersedianya pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara
melalui E-court
3. Tersedianya mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara
perdata dan PNPB
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu
layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Situbondo
5. Ada kompensasi pelayanan bagi pengguna pengadilan apabila
layanan yang diberikan pada PTSP + tidak memenuhi SOP yang
telah ditetapkan.
Adanya sarana dan prasarana penyandang difabel.
Tersedianya ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.

Tersedianya ruang tamu terbuka yang nyaman bagi tamu

Untuk mengetahui capaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara
terdapat 2 (Dua) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase

Capaian
kinerja

o1 | Persentase Salinan Putusan Yang diterima | 100 % 100 % 100 %
oleh para pihak tepat waktu

/2 | Persentase perkara yang diselesaikan melalui | 10 % 125 % 125 %
mediasi

RATA — RATA NILAI CAPAIAN KINERJA 112,5%

Tabel 30 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 2
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1. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

» Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepara
pihak adalah perbandingan antara jumiah salinan putusan yang
diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

» Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak
dengan ketetuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana,
Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan
untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor
1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Salinan Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Jumlah Putusan x10v

Tahun 2023 terdapat 181 perkara pidana dan 194 perkara perdata yang
putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu,
sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah
berkas perkara yang putus baik perkara Perdata 194 dan pidana 127
Total 321 berkas, salinan putusan putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu , Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini

adalah 100%, Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase
Capaian
Kinerja
Persentase salinan putusanyang 100% 100% 100%
diterima oleh para pihak tepat
waktu

Tabel 30 : Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke

ah  Target Realisasi ~Capaian

“Perdata 192 100%  100%  100%
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' Pidana 127 127 100%  100%  100% |

- N . o .

2022 Perdata 218 218 100% 100% 100%

' Pidana 181 181  100%  100%  100%

|

i.______ ———— e — - - Sy ——— —————— ..._...o______ e ——————— - P — __Il
2021 Perdata 162 161 100% 100% 100% |

" Pidana 175 175 100%  100%  100% N

Tabel 31 : Perbandingan Capaian Prosentase salinan putusan

yang diterima oleh pihak tepat waktu

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 sampai

dengan 2023, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak

tepat waktu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Situbondo

dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi. Semua ini

tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu

meningkatkan kredibilitasnya dalam hal penyampaian salinan putusan

dan upaya yang dilakukan diantaranya adalah penyampaian atau

pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum

dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga segera terkirim, selain itu

salinan putusan untuk perkara perdata maupun pidana dilaksanakan

oleh  Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan sistem bergilir sehingga

pembagian pengiriman sainan putusa oleh Jurusita / Jurusita pengganti

dilaksanakan secara adil.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

» Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaiakan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi.

» Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1
Tahun 2016.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumiah PerkaraYang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil

X 100%
Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi

Tahun 2023 ada 47 perkara perdata yang di lakukan mediasi 5 perkara
diantaranya berhasil, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 106%.
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Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi adalah sebesar 10 %, sedangkan realisasinya adalah sebesar
106 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian
kinerja untuk indikator ini adalah 882 %.

Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

(OF: [ ETET)]
Kinerja

Persentase perkara yang 10% 106 % 882 %
diselesaikan melalui mediasi

Tabel 32 : Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini periode
2021 - 2023 dapat dilihat dari data berikut :

83 5 20% 60% 300%
45 4 10% 8% 80%

Tabel 33 : Perbandingan Capaian kinerja perkara
yang diselesaikan melalui mediasi

untuk mengetahui capaian Meningkatnya Akses Peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat 3 (tiga) indikator untuk
mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

Y

18 Persentase perkara Prodeo yang diselsaikan 0% 0%
npementasepemaamg diselesaikan diluar 0% 0% -

gedung Pengadilan
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S —— 100 % 100% 100 %
' yang mendapat iayanm bafm:an hukum -
(Posbakum)

Tabel 34 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 3
1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

» Indikator persentase perkara prodeo yang diselesiakan adalah
perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesiakan
dengan jumlah perkara yang daijukan secara prodeo.

» Penyelesain perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

x 100%

Tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada
Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga persentase realisasi pada
indikator ini adalah 0%.

Capaian target digambarkan sebagai berikut :

lndi;;ator Kinerja Target Realisasi Prosentase
e Ca.paig-n
| Persentase perkara Prodeo yang 0% 0% 0%

' diselesaikan

Tabel 35 : Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0 %, berbanding
lurus dengan capaian pada 3 tahun sebelumnya, dimana target untuk
penyelesain perkara prodeo tidak dapat direalisasikan karena pada tahun
2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase
perkara prodeo yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tahun Jumlah Perkara Jumlah Perkara Target Realisasi Capaian
Prodeo Prodeo Yang

diselesaikan
2023 0 0 0% 0% 0%
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2021 0 0 0% 0% 0%

a, 0,
2022 0 0 0% 0% 0%

Tabel 36 : Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

> Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan adalah perbandigan antara jumlah perkara yang
diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang
diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

» Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma
nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

> Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang
pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung
pengadilan  dilaksanakan  khususnya untuk perkara yang
pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan
ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat,
perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan "

Pada tahun 2023, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesiakan di
luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Dengan demikian capaian indikator ini dapat tercapai / terlaksana,
Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian Kinerja

Persentase perkara yg diselesaikan 0% 0% 0%
diluar gedung Pengadilan

Tabel 37 : Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan
Diluar gedung pengadilan

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :
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~ Jumlah Perkara Jumlah Perkara Target | Realisasi | Capaian
Yang diajukan | Yang diselesaikan

diselesaikan diluar gedung

diluar gedung |
0 0 0% 0% 0%
0 0 0% O% 0%

0 | 0 0% 0% 0%

Tabel 38 : Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan
Diluar gedung pengadilan

3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

yang mendapat bantuan hukum ( Posbakum) .

» Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan
antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan
layanan hukum

» Pelaksananan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%

Jumlah Permohonan Layanan Hukum

Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 96 orang, sedangkan
jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum
adalah 96 orang, sehingga realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100 %.
Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
Negeri Situbondo :

yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

' _ Jumlah
4 Januari 4 Orang |
, Pebruari 10 Orang T
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7 Orang

Juni

8

7_ Juli B e e A R g A s A S DA A |
R T e R |
B S P S T - A
eq OMober - y 1 Grang

S L —
e, ™

~ Jumiah Total Ty

Tabel 39 : Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu

Persentase pencari keadilan gologan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya
adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023
sebesar 100%, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase |
Capaian

Kinerja
Persentase Pencari keadilan 100%  100% 100%
- golongan tertentu yang
- mendapat yang mendapat

“bantuan hukum (Posbakum)

Tabel 40 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun Jumlah Jumlah pencari Target | Realisasi | Capaian
Permohonan keadilan Golongan
layanan tertentu yang
Hukum mendapatan layanan
bantuan hukum

s v e 9% 100% 100%  100%

30 30 100%  100% 100 %
e i 22780 100%  100%  100%

Tabel 41 : Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

Dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan
Negeri Situbondo telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari
keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.
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Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri
Situbondo dalam memberikan pelayanan terbaik yaitu diantaranya,
Pengadilan Negeri Situbondo telah menanda tangani MOU dengan
lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN dan memberikan tempat yang
representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum
dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang
mampu dan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan
Negeri Situbondo melalui website.

Untuk mengetahui capaian tingkat Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya.
Indikator tersebut ada

Indikator Kinerja | Realisasi |Presentase

Capaian
kinerja

Persen putusan r.a; 50% T 25%’ | .
perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

- RAA TR NI EARAANINERI S

Tabel 42 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti
(Dieksekusi).

» Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah
jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah
permohonan eksekusi.

A\ T

Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi
yang diajukan pihak ditahun 2023.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan

x 100%
Jumlah Permohonan Eksekusi
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Tahun 2023 terdapat 8 perkara permohonoan eksekusi yang diajukan di
Pengadilan Negeri Situbondo , dan 2 perkara telah selesai di tindak lanjuti,
jadi realisasi pada indikator ini adalah 25 %.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50%, sedangkan realisasinya
adalah 50 %, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.
dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase
Capaian
Kinerja
Persentase putusan perkara 50% 25 % 50 %
perdata yang ditindaklanjuti
(eksekusi)

Tabel 43 : Persentase Capaian putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Dengan melihat tercapainya target kinerja pada indikator ini menandakan
masyarakat pencari keadian telah puas dengan putusan pengadilan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

| Tahun  Jumlah Eksekusi Jumlah Target Realisasi Capaian
Yang Telah permohonan
Selesai Eksekusi
Dilaksanakan : : _
2023 2 8 50% 25% 50%
2022 18 18 50% 100% 200%
E 2021 12 10 50% 83,3% 166,6%

Tabel 44 : Perbandingan capaian Kinerja putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Manajemen SDM yang
professional dan berkesinambungan terdapat 4 (empat ) indikator untuk
mengukurnya. Indikator tersebut adalah:
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No Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase}
L] | - Capaian
| | | ~ kinerja
1 Persentase pejabat yang | 90% | 100% | 111% |
' sudah memenuhi standart ' | | |
__ kompetensi jabatan manajerial L B
2 Persentase tingkat - 97% | 100% = 103%
| - kelengkapan data | |
kepegawaian l | |
- 3 Persentase layanan kenaikan  100% ~ 100%  100%
; - pangkat tepat waktu [ : ;
! |
4 Persentase pengsulan pensiun i 100% @ 100% = 100% |
| tepat waktu ‘ " | |
RATA RATA NILAI CAPAIAN KINERJA ] 103'5% |

Tabel 45 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 5

1. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompentensi

jabatan manajerial ,

>

Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar
kompentensi standart kompetensi jabatan manajerial adalah
perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart
kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan
manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo.

Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan
pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki
jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo

Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai
berikut :

Ketua.

Wakil Ketua.

Panitera.

Sekretaris.

Panitera Muda Pidana.

Panitera Muda Perdata.

Panitera Muda Hukum .

S@ ™~ 0o a0 o

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.
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j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan.

Dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart
Kompetensi Jabatan Manajerial

x 100%
Jumlah Pemangku Jabatan

Tahun 2023, jumlah Jabatan Manajerial yang ada di Pengadilan Negeri
Situbondo berjumlah 10 orang, sedangkan yang telah memenuhi
standart kompetensi jabatan manajerial adalah 10 orang, sehingga
realisasinya mencapai 100%.

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Situbondo yang
telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan stadart

kompetensi jabatan yang dimiliki:

Jabatan Diklat Tahun
Manajerial Yang Pelaksanaan
Pernah diikuti Diklat
1 2 4 5 6
1. Achmad Rasjid, SH Ketua Intektual (HKI) 2021
Hakim Peradilan
Umum
2 Putu Endru Sonata, | Wakil Ketua Pelatihan 2021
SH. MH. sertifikasi Hakim
Tipikor
3. Rifkie, SH.MH. Panitera Integrated Risk 2020
Managemen
4. Sutoto Whninarno, Sekretaris Diklat Pim IV 2015
SH
5. Haryono, SH Panmud Bimtek Panitera 2010
Perdata Pengganti
6. Ferry Irawan , SH Panitera Bimtek Panitera 2019
Pengganti Pengganti
i Abd. Mukti, SH Panmud Bimtek Panitera 2021
Hukum Pengganti
8. Iwan Mulyono, SH Kasubag. Pelatihan 2020
Perencanaan | Kepemimpinan
Teknologi Pengawas
Informasi
Dan
Pelaporan
9. | Annang Mardiyanto, Kasubag. Bimtek 2022
SH Kepegawaian | Perencanaan
, Organisasi | dan
dan Tata Kepegawaian
- Laksana
10 Intan Mustika Kasubag. Bimtek 2022
Atmaningrum, SH Umum Dan | Keuangan dan
Keuangan | BMN
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Tabel 46 : Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan

Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

Dengan demikian capaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika
dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini , dapat dilihat dari
data berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja

; Persentase pejabat yang sudah 90% 100% 111%
- memenuhi standar kompentensi
jabatan manajerial

Tabel 47 : Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar
kompentensi jabatan manajerial

Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan
manajerial di targetkan 90 %, sedangkan realisasinya adalah 100%,
maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 111 %,
sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

» Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi
kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk
merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi
SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik,
sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan
berbasis kertas (paper based).

» Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat
dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo dengan
alamat website sikep.mahkamahagung.go.id

¥ a . . - . - -
& Sistem Informasi Kepegawaian

Gambar 8 : Aplkasi SIKEP
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Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun
2023, baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan
e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo
menunjukkan angka 100%, dengan demikian, realisasi pada indikator

ini tercapai yaitu sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah
ditetapkan

Gambar 10 : Monitoring Kelengkapan E — DOC SIKEP

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data
kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat dari data berikut :

o Target R eﬂlisasi S

Persentase Tingkat 100% 100% 100%
| Kelengkapan Data Kepegawaian

Tabel 48 : Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian ditargetkan  100%,
sedangkan realisasinya adalah 100%, maka,

gukuran capaian
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kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa
tingkat kelengkapan data kepegawaian di Pengadilan Negeri Situbondo
telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu

» Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu
dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang |
mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2022 dengan
pengawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat
waktu.

» Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 6 (enam)
bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.
Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 2 (dua) periode terhitung
pada bulan April dan Oktober. Apabila TMT kenaikan pangkat jatuh
pada bulan April, maka pengusulan Kenaikan Pangkatnya dilakukan
pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan begitu pula apabila
pegawai yang Kenaikan Pangkatnya jatuh pada bulan Oktober,
diusulkan pada bulan April tahun yang sama.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu

x 100%
Jumlah Pegawai yang naik Pangkat

Tahun 2023, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 4 ( Empat )
orang pegawai dengan data sebagai berikut:

| Shofil Setyarini, S.Sos Aparatus Analis  TMT 1 April 2023
el SDM

| Gede Karang Jurusita TMT 1 April 2023
- Anggayasa, SH.MH.. Pengganti
3 * Anak Agung Putra Jurusita TMT 1 April 2023
- Wiratjaya, SH.MH. Pengganti

: 4 Gunung Rikayat Jurusita TMT 1 Oktober
o Pengganti 2023

Tabel 49 : Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat
Tepat Waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Prosentase
Capaian
Kinerja
Persentase layanan kenaikan 100% 100% 100%
pangkat tepat waktu

Tabel 50 : Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari 4 (Empat) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2023, semuanya
telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi
realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telalh ditetapkan.
Persentase layanan kenaikan pangat tepat waktu ditargetkan 100%,
sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun  Jumlah Pegawai Jumlah Layanan kenaikan Realisasi
Yang Naik Pangkat pangkat Tepat Waktu

2099 3 3 100%
2021 1 1 100%

Tabel 51: Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kenaikan pangkat diproses
secara tepat waktu oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata
Laksana Pengadilan Negeri Situbondo melalui Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP) dan tidak ada keterlambatan dalam layanan
kenaikan pangkat pegawai.

4. Persentase Pengusulan Pensiun tepat waktu
» Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat
waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai
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pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dengan pengawai yang
mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu

x 100%
Jumlah Pegawai yang Pensiun

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dapat dilihat pada
table berikut:

TMT Pensiun

 Sri Tutik Haerani Jurusita Pengganti 1 Januari 2023

1

o Abd Razak Subhan  Jurusita Pengganti 1 Januari 2023
5 Budiarso Jurusita 1 Pebruari 2023 |
4 Soelistinah Jurusita Pengganti 1 Nopember 2023 !

Tabel 52 : Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023

Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat
waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja
Persentase Pengusulan 100% 100% 100%

Pensiun tepat waktu

Tabel 53 : Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023

Dari 4 (dua ) pegawai yang pensiun pada tahun 2023, semuanya telah
diusulkan tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 100 %,
sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %. Perbandingan Jumlah pegawai
yang diusulkan pensiun tepat waktu tahun 2021 — 2023 dapat dilihat
pada tabel dibawah:

Tahun Jumlah Pegawai = Jumlah Usulan | Realisasi
Yang Pensiun  Pensiun Tepat
; Waktu
2023 4 ] 4 = 100%
2022 2 D 2 | ) _100%
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Tabel 54 : Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu
Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa semua pegawai yang
akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlabatan
dalam pengusulan pensiun. Pengusulan pensiun pegawai dilaksanakan
1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata

Kelola Yang Baik terdapat 11(Sebelas) indikator untuk mengukurnya
Indikator tersebut adalah:

Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase

Capaian
kinerja

1 2 4 5 6 t

1 Nilai LKJP Minamal “ BB 75 70,6 941%

2  Predikat Pembanguna Zona WBK Belum 0%
Integritas WBK/ WBBM

3 Nilai IPK 92% 97,2 % 105,65 %

4 Nilai IKM 92% 95,7% 104 %

5 Predikat Akreditasi Penjaminan “A” ‘A" 100 %
Mutu

6 Prosestase realisasi Penerimaan 100 % 100 % 100 %
Negara bukan Pajak ( PNPB)

7 Prosestase realisasi anggaran 95 % 95,51 % 100,1 %
belanja

8 Prosestase pelaporan LHKPN / 98 % 100 % 102 %
LHKASN tepat waktu

9 Prosestase nilai kinerja anggaran 95 % 93,51 % 97,90 %

10  Prosestase Kedisiplinan masuk 97 % 100 % 103 %
kerja

11 Pelanggaran Disiplin 1% 0% 0%

~ RATA-RATANILAICAPAIAN KINERJA  112,85%

Tabel 55 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 6
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1. Nilai LKJiP Minimal “ BB “
» Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
target atau sasaran stategis yag telah dietapkan, yang mana
dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip -prinsip yang
lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan
transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat
Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor
878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
di Bawahnya, Pengadilan Negeri Situbondo telah

melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan
kemudian dilaporkan kepada Penagdilan Tinggi Surabaya untuk
dilakukan evaluasi.

Hasil dari Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Surabaya, tahun
2022, Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan nilai 70 (BB).,
dapat dilihat dari data berikut

UWVIDANAD WA

SAKIP : NILAT AKIP TAHUN 2017 - 20712
g i

Gambar 11 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas

. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar 70,6 atau BB (Sangat Baik).

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

dengan rincian sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja T 30,00

. Mnmmmammmmmmmm
* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

_"L"",' nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aiat bukti hukum yang sah”

Gambar 12 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan Surat KPT Surabaya
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Gambar 13 Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah
Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021
Capaian target kinerja Nilai LKJiP mimimal BB dapat dilihat pada tabel
dibawah ini
Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja

Nilai LKJiP minimal BB 75 70,6 94

Tabel 56 : Persentase capaian Nilai LKJiP

Target nilai LKJIP Pengadilan Negeri Situbondo adalah “BB”
sedangkan realisasinya adalah “BB”, sehingga realisasi  untuk
indikator ini tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. maka
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 %,

Berikut ini kami sajikan perbandingan nilai LKJiP Pengadilan Situbondo
dalam tabel berikut:

Nilai AKIP Katogori

2021 77,00 BB ]
D s R

Tabel 57 : Perbandingan Persentase capaian Nilai LKJiP

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AKIP
Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 mengalami Penurunan,
dimana pada tahun sebelumnya nilai AKIP Pengadilan Negeri
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Situbondo 77,00, Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu berusaha
mempertahankan dan mengembangkan personil yang menangani
akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan dalam pelatihan atau
diklat akuntabilitas kinerja yang dilaksakan oleh tingkat banding maupun
Mahkamah Agung

2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

» Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang
diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah
mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya
untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pengadilan Negeri
Situbondo mencanangkan Zona Integitas sejak tahun 2019

» Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agunr Rl Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman
Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Tahun 2023 capaian indikator ini dan Target pada indikator kinerja

Pengadilan Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya

Pengadilan Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga

persentase capaian kinerja pada indikator ini , dapat dilihat dari data

berikut :

Indikator Kiﬁerja ~ Target Realisasi Prosentase
2 Pt e ' : Capaian
Kinerja

Predikat Pembangunan Zona
Integritas WBK / WBBM

|

Tabel 58 : Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK /
WBBM
Target pada indikator kinerja ini adalah pada tahun 2023, Pengadilan
Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya Pengadilan
Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga persetase capaian
kinerja pada indikator ini adalah 0%.
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Keterangan

2020 2021 2022

Predikat Pembangunan Zona 0% 0% 0%
Integritas WBK / WBBM
Persentase 0% 0% 0%

Tabel 59 : Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan

Zona Integritas WBK / WBBM

"DEKLARASTI
PENCANANGAN PEMBANGUN/
ZONA INTEGRITAS ( Z1 )
] JANTIN )

INEGFAi30Y

Gambar 14. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019

3. Nilai Indeks Persepsi Korupsi ( IPK)

» adalah indeks pengukutan tingkat pemahaman serta pengalaman

masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.

» Dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi

e-survey sebagai tolak ukur Indeks persepsi anti korupsi dengan
menggunakan aplikasi e-Survey Badilum dengan alamat
website.esurvey.badilum. mahkamahagung.go.id.

Ada 10 (sepuluh) Indikator untuk mengukur dimaksud :

y

o & N

Manipulasi peraturan.
Penyalahgunaan jabatan.
Menjual Pengaruh.
Transparansi biaya.
Transaksi rahasia.
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Biaya Tambahan.
Hadiah.
Transparansi pembayaran.

© o N O

Percaloan.

10. Perbuatan curang

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (Sl SUPER), Nilai
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Situbondo dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu Jumlah Indeks IPK
Responde
Triwulan | ( Januari — Maret) 42 Responden  3,85/96,19 %
Triwulan Il( April -~ Juni) 32 Responden 3,88/97,11 %
Triwulan lli( Juli - September) 55 Responden 3,94 / 98,50%

Triwulan IV ( Oktober- Desember) 64 Responden 3,88/97,11%
Nilai Rata - rata 193 Responden 3,89/97.2 %

Tabel 60 : Persentase capaian Nilai IPK

LR

R Y W N — | [
ML TS LR L ] LA R

3,85/96,19 % i i 3,88/97,11 %
Panods 1 seetn BT1 senpe 1 Mt 1127 adi e - Porovde © Aprd [0 vampas B Som W37 —" .
Gambar 15. Nilai IPK Terwulan | Si Super Gambar 16. Nilai IPK Terwulan Il Si Super
m;i‘:\“l - - - 2 “:N:.“M e Cm - —— - - -

3,94 /98,50 % g - i 3,88/97,11%

mmmmmmm [ . By . | [ T e ——— — b
|
|

Gambar 17 Nilai IPK Terwulan Ill Si Super Gambar 18 Nilai IPK Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan
realisasi yang dicapai pada Tahun 2023, dengan demikian 97,2/ 92 x
100% = 106 %. Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi
target.
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Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase
Capaian
Kinerja

Nilai Indeks Persepsi
Korupsi (IPK)

92% 97,2% 106%

Tabel 61 : Persentase capaian Nilai IPK
Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah
92%, sedangkan realisasinya adalah 97,2%, jadi persentase capaian
kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampau target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 106%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini tiga tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

- 2023 106%

'—_ e ——————— o |
2 2022 105%

B 2021 95,87 %

Tabel 62-: Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK
Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri
Situbondo meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan
masayarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri
Situbondo juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Situbondo masuk
dalam Kategori Bersih dari korupsi.

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

» adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sekarang menjadi
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran
secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Adapun Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Persyaratan.

2. Prosedur.

3. Waktu Pelayanan.

4. Biaya/Tarif.
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Produk Spesifikasi Pelayanan.
Kompetensi Pelaksana.
Perilaku Pelaksana.

Sarana dan Prasarana.

5.
6.
7.
8.
9.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (SI SUPER), Nilai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Situbondo
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu

Jumiah
Responde

Indeks IPK

Triwulan | ( Jaﬁuari - Maret)
Triwulan li( April = Juni)
Triwulan Hi( Juli — September)
Triwulan IV ( Oktober— Desem)

Nilai Rata - rata

42 Responden
32 Responden
54 Responden

63 Responden

191 Responden

3,79/ 94,84%
3,751 93,66%
3,93/ 98,30%
3,84 /1 95,90%

3,83/957 %

Tabel 63: HASIL IKM e —Survey Badilum Tahun 2023

Ty
4
SR RS AN ATy
AV REE AEL ATy AR R )

-
SERGADLAN MRS §TA0NDD L= T b S TR D
WLA NOERY

3,79/94,84 %

Porsde | Javans JATY vampai 31 Maret 303 Jowne © 1085 Qi

.......

L e——
L o

3,751793,66 %

Peri * dgrt B2 wampe 3 e DY

Gambar 19 Nilai SKM Terwulan | Si Super
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3,93/98,30 %
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Gambar 21. Nilai SKM Terwulan Ill Si Super

Gambar 20. Nilai SKM Terwulan Il Si Super

3,84/95,90 %

Ferwie T Ok JUT) amasr 1Y Dvnaviom S001

Gambar 22. Nilai SKM Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan
realisasi yang dicapai pada Tahun 2023, dengan demikian 95,7 / 92 x
100% = 104 %. Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi

target.
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Indikator Kinerja Target | Realisasi | Prosentase
Capaian
Kinerja

Nilai Indeks Kepuasan 92%

95, 7% 104 %
Masyarakat (1KM )

Tabel 64 : Persentase capaian Nilai IKM

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023
adalah 92%, seangkan realisasinya adalah 97,27% sehingga Capaian
kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 103,5 %

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

! Tahun Nilai IKM

2023 104 %
2022 100,8%
2021 89,8%

Tabel 65 : Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2021 sampai

dengan tahun 2023 nilai indeks kepuasan msayarakat pada Pengadilan

Negeri Situbondo semakin meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari

upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu

berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna peradilan
serta berusaha melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang
kenyamanan masyarakat pengguna peradilan.

5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

» Suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit
Penjaminan Mutu (TAPM) Ditien Badilum untuk menentukan
peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh
aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

» Pengadilan Negeri Situbondo pertama kali melaksanakan akreditasi
penjaminan mutu pada pada tahun 2017 mendapatkan predikat A
excellent
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Capaian Kinerja Indikator Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja

Predikat Akreditasi
Penjaminan Mutu (APM)

A A’ 100%

Tabel 66: Prosentase Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Target yang ditetapkan untuk inidkator ini adalah Pengadilan Negeri
Situbondo adalah mendapatkan predikat A Excellent untuk penialaian
APM.

» Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Situbondo meraih predikat A
excellent dengan jumlah nilai 738 berdasarkan SK Direktur Jendral
Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022,
tanggal 9 Desember 2022, sehingga persentase capaian kinerja
pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.

Gambar 23 : Sertifikat Predikat APM tahun 2022

» Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Situbondo meraih predikat A
excellent dengan namun sampai saat ini belum ada data informasi
yang pasti maupun data dukung dimaksud, tetapi persentase
capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 100%,
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada bulan Oktober 2023 TIM Surveilence dari Pengadilan Tinggi
Surabaya telah melalkukan Evaluasi dan Monitoring APM di

Y/

Pengadilan Negeri Situbondo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




PENCADILAN NECERE SITUBONDO = ‘

ASSESMENT SURVEILANCE

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) DAN PENGAWASAN DA’ AH
*H HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PADA PENGADILAN TINGG 5 URABAYA
D! PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B

e
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B

Gambar 24 : Assesment Survelence Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

Keterangan ‘Tahun
2021 2022 2023
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu APM | ‘A" = ‘A" ‘A

Persentase 100% 100% = 100%

| Tabel 67 : Persentase Perbandingan capaian Predikat (APM)

6. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

* Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP
yang dlterama dengan PNBP yang dfsetor ke kas Negara




Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara

x 100%
Jumlah PNBP yang diterima

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

Capaian
Kinerja

Persentase Realisasi
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).

100% 100% 100%

Tabel 68 : Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2023, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri
Situbondo dari DIPA 01 adalah Rp. 3.464.783 - didapat dari sewa
lahan untuk kantin dan rumah dinas, sedangkan untuk DIPA 03
adalah Rp. 40.945.500,- didapat dari pendapatan ongkos perkara,
pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan leges dan
pengesahan dan pendaftaran surat dibawah tangan.

Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan
Negeri Situbondo, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada
indikator ini adalah 100%.

Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya
adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian
kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut adalah data penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Situbondo
Tahun 2021-2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke
belakang dapat dilihat dari data berikut :

No ~Tahun PNBP Yang  PNBP Yang Realisasi

~ Diterima(Rp.)  Disetor (Rp.)

R 2023

0 3.464.783 3.464.783.  100%
03 40.945.500 40.945.500  100%
BV 2022
01 3.060.552. 3.060.552.  100%
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03 35.798.000 35.798.000 100%

2021
01 3.060.552. 3.060.552. 100%
03 36.032.000 36.032.000 100%

Tabel 69 : Persentase Perbandingan Realisasi PNBP

7. Persentase Realisasi Anggaran Belanja
Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur
perbaningan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri
Situbondo dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo
pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DIPA Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

Penyerapan

01 Program 5.531.349.000 5.131.140.771 92,84 %
Dukungan
Manajemen

Program 97.740.000 95.315.000 98,18%
Penegakan
dan
Pelayanan
Hukum

Tabel 70. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Th 2023

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

' No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian
Kinerja

1 Persentase realisasi
anggaran belanja

DIPA 01 98 % 92,84 % 94,73 %
DIPA 03 98% 98,18% 100,1 %

Tabel 71. Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Th. 2023

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 98%, sedangkan
untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 92,84% Sedangkan untuk
DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 95 % tidak mencapai target
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yang ditetapkan karena penyerapan di Akun 51 ada pegawai yang
pensiun dan sewa rumah dinas hakim tidak bisa di serap karena
kelebihan 1 (satu) orang karena akun tidak bisa di revisi ( sudah
dilakukan langkah-langkah ) namun kewenangan Eselon 1 MARI |
Untuk DIPA 03 penyerapan melampaui target yang ditetapkan dan
Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk menigkatkan
penyerapan anggaran adalah dengan melakukan revisi anggaran dan
berkoordinasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dan instansi terkait
Perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 — 2023 adalah sebagai
berikut:

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) | Persentase
Penyerapan
1 2023
01 5.531.349.000 | 5.131.140.771 92,84 %
03 97.740.000 95.315.000 98,18%
2 2022
01 5.585.625.000 | 5.912.383.281 105,85,%
03 97.815.000 96.714.400 98,86%
3 2021
01 5.130.048.000 | 5.124.195.532 99,88%
03 96.305.000 92.218.500 96,84%

Tabel 72. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran
belanja dari tahun 2021 - 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo
cenderung hampir sama dan cendrung naik setiap tahunnya, khusunya
pada DIPA 01 dan untuk DIPA 03 mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2023, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 sedikit
mengalami penurunan
105,85 % ke 92,82 % yaitu sebesar 13,03 %. Hal ini perlu menjadi
Situbondo
pengelolaan anggaran yang lebih baik agar anggaran yang telah

dibandingkan tahun sebelumnya vyaitu dari

perhatian Pengadilan Negeri untuk melaksanakan

diperoleh dapat terserap secara optimal.

8. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu
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Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat
waktu ini mengukur perbadingan antara pegawai yang wajib lapor
LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu.

Batas waktu pelaporan LHKPN/LHK ASN adalah 31 Maret Tahun
berikutnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Pegawai yang lapor tepat waktu

x 100%
Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN/LHKASN

Berikut data laporan LHKPN/ LHK ASN pegawai Pengadilan Negeri
Situbondo tahun 2023 :

No Jenis Laporan Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Yang
Yang melapor melapor tepat waktu
1. LHKPN 16 Orang 16 Orang
2. LHKASN 12 Orang 12 Orang
Jumlah ' 28 Orang 28 Orang

Tabel 73. Jumlah ASN Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator realisasi pelaporan LHKPN/LHKASN tepat
waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Realisasi | Persentase
Capaian
Kinerja
Persentase pelaporan 100 % 100%  100%
LHKPN/LHKASN tepat
waktu

Tabel 74. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN
Tepat Waktu Tahun 2023

Tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo
pada indikator ini adalah sebesar 100%. Dari 28 Pegawai yang wajib
lapor LHKPN dan LHK ASN, semunya melaporkan tepat waktu,
sehingga realisasinya adalah 100%, sesuai target yang ditetapkan. Jadi
untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN dan LHK
ASN tepat waktu adalah sebesar 100%.

Perbadingan Jumlah Pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN
dan LHKASN tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:
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'Tahun Jumlah Pelapor Jumlah Pelapor Realisasi

LHKPN/LHKASN  LHKPN/LHKASN
Tepat Waktu

Tabel 75. Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan
LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi
pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat
dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK, hal ini karena
kesadaran pegawai akan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan
yang harus dilakukan setiap tahun sangat tinggi.

9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

» Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian
terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

» Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA
yang diperoleh satuan kerja.
Capaian kinerja indikator kinerja anggara tahun 2023 dapat dilihat
pada tabel berikut:

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian
Kinerja

1 Persentase realisasi nilai
kinerja anggaran

01 95 96 % 101 %
03 95 91,02 % 95,8 %
Rata-Rata 93,6 % 98, %

Tabel 76. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

Target untuk indikator ini adalah 95 % sedangkan realisinya adalah
93,51%, sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja
anggaran tahun 2022 adalah 97,90%.
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Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan
TUP deviasi halaman Ill Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian
output.

Perbandingan nilai IKPA tahun 2021- 2023 pada Pengadilan Negeri
Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:

 Tahun Nilai Kinerja
2023
DIPA 01 101 %
DIPA 03 95,8 %
2022
DIPA 01 96%
DIPA 03 88,14 %
2021
| DIPA 01 86,22 %
! DIPA 03 89,75%

Tabel 77. Nilai Kinerja Anggran Pengadilan Negeri Situbondo
Tahun 2021 - 2023
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Gambar 24 IKPA DIPA 01

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun
2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini
disebabkan karena:

1. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal pada akun akun
tertentu.

2. Capaian output ditahun 2023 digunakan sebagai kontrol indikator
IKPA 2023, sedangakan ditahun 2022 tidak masuk dalam kelompok
nilai perhitungan IKPA.

3. Terdapat pagu minus pada belanja pegawai dikarenakan adanya
pengurangan jumlah pegawai.
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Untuk mengatasi hal- hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk

dapat meningkatkan niali IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada peroide awal semester
I agar meningkatkan nilai IKPA pada pertengahan tahun.

2. Laporan Capaian Output dilaksanakan paling lambat pada tanggal
10 bulan berjalan.

3. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan pagu khususnya pada
belanja pegawai agar dapat diketahui sedini mungkin apabila
terdapat pagu minus dan segera berkoordinasi dengan tingkat
banding.

10. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja
» Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur
tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah

ditetapkan :
Jumlah hari tidak hadir

x 100%
Jumlah hari kerja

Berikut rekapitulasi kehadiran pegawai Pengadilan Negeri
Situbondo berdasarkan data pada Komdanas.

‘No. “Bulan "-J‘umla-ﬁ:fﬁh'ri_ﬁfékt_if,-.'_j-.j oer Jumlah
1. Januari Sk .2 1
2. Februari _ 18 0
3. Maret 22 0
4. Api_'_il - 19 0
5. Mei 15 N
6.  Juni ) 21 2
7. Juili 21 S
8.  Agustus 22 0
9.  September 22 8
10.  Oktober _ 21 0
11. November 22 o
12.  Desember 22 _U

tolal: 246 9

Tabel 78. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2023

Capain kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Realisasi | Persentase
Capaian
Kinerja

-ked!pllnan . o7%  9982%  103%

Tabel 79. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja
Tahun 2023

Jumlah hari kerja selama tahun 2023 dalah 246 hari, sedangkan jumlah
ketidak hadiran pegawai adalah 43 hari. Perhitungan pada indikator ini
sebagai berikut:

Persentase kehadiran = (Jumlah hari tidak hadir : Jumlah hari
kerja) x 100.

= (3 hari : 246 hari) x 100.

=12%

Persentase kehadiran = 100 % — 1,2 % = 99,98%.

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 97%,
sedangkan realisasinya adalah 99,98 %, sesuai dengan target yang
ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar
103 %.

Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Situbondo di dukung
dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk
memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan
kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

11.Pelanggaran Disiplin
Indikator kinerja pelanggaran disiplin mengukur tingkat pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pengadilan Negeri Situbondo.
Berikut adalah rekapitulasi data hukuman disiplin Pengadilan Negeri
Situbondo Tahun 2023

Jenis Hukuman Disiplin Jumlah

Pelanggar
1 Ringan |
'a-.' i‘ééuran lisan _ - ____0 '
hTguntedls - oameg
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C. Pemyataan tldak puas secara tertuhs 0

Jumlah pelanggaran dlslplin rmgan 0
2 Sedang
a. Penundaan kenaikan gaiji berkala selama 0
S— 1 tahun WP S e el T— N — — ————
b. Penundaan kenrakan pangkat selama 1 0
~ ftahun eSS a1
c¢. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 0 -
~_selama satu tahun SR e e e S |
Jumlah pelanggaran dlSlp!m sedang 0 |
3 Berat
a. Penurunan Pangkat Setlngkat Leblh 0
__Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan 0
_ Jabatan Setingkat Lebih Rendah
G Pembebasan dan Jabatan 0
d Pemberhentlan Dengan Hormat Tldak 0
f ~Atas Permintaan Sendiri =~ aipe A R
? e. Pemberhentlan Tldak Dengan Hormat 0
Jumlah pelanggaran dasxplm berat 0

Tabel 80. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo
Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Pelanggaran Disiplin tahun 2023 dapat
dilihat pada tabel berikut:

No Indikator Kinerja Target | Realisasi | Persentase
Capaian
Kinerja

1 Pelanggaran disiplin 1% 0 % 0 %

Tabel 81. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023

Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran displin baik ringan, sedang
ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Situbondo, jadi
untuk capaian target pada indikator ini adalah sebesar 0 %.
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Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang
Baik terdapat 15 ( lima belas ) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut

adalah:
N Indikator Kinerjia
0 s o ._ | Capaian
SR 2 4 5 S e e

Jumlah Aplikasi yang telah 1 1
diselesaikan

Jumlah kapasitas banwith yang 50

memadai Mbps Mbps _

~ Persentase distribusi surat 100% 100 % 100%

100 200%

Persentase tindak lanjut surat tepat  98%  100% = [0 7

Jumlah berita tentang satuan kerja 35 81 230 %
- yang dimuat dimedia _

gy e
Persentase arsip surat yang dapat ~ 98% 100% 102 %
ditemukan dengan mudah dan

cepat

Jumlah kerjasama antar instansi 3 8
terkait

~ Jumlah layanan pengadilan 5 6
~ Jumlah pengguna layanan 200 1211
- pengadilan
m Jumlah layanan bantuan hukum 34 96
Persentase pengusulan dan 94 % 100%
~ penyelesaian usulan kepegawaian
| - _ " > 2
m Jumlah pemeliharaan gedung L
H Jumlah pemeliharaan rumah dinas 7 7
| 884 m’ 884 m° .
H Jumlah pemeiharaan peralatan / 94 94
mesin kantor :
Jumlah layanan pengelolaan 12 12 100%
i keamanan, urusan tata usaha dan -
rumah tangga
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA |

Tabel 82. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan
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» Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan

Negeri Situbondo membuat beberapa inovasi-Inovasi ini dapat langsung
oleh internal maupun Ekternal , masyarakat khususnya dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Situbondo

» Indikator ini mengukur berapa jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri Situbondo selama tahun 2023 dan manfaat yang
didapatkan dari aplikasi tersebut.
Capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah
sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase

Capaian
kinerja

Jumlah aplikasi yang 1 aplikasi 1 aplikasi 100%
_ telah diselesaikan

Tabel 83. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesiakan
Tahun 2023

Tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo
pada indikator jumlah aplikasi yang diselesaikan adalah 1 aplikasi,
sedangkan realisasinya adalah 1 aplikasi, jadi untuk capaian kinerja
indikator jumlah aplikasi yang telah diselesikan adalah sebesar 100%.
Dalam kurun waktu tahun 2023, ada beberapa inovasi yang telah
diciptakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo , baik berupa aplikasi
maupun bukan.Inovasi- inovasi tersebut adalah:
1. Aplikasi Santri
Adalah aplikasi yang untuk monitoring pada aplikasi Survey IKM dan
IPK, dan Monitoring Ketertiban Pengisian SIPP dan dilengkapi dengan
Broadcast Whatsapp jika terdapat item pada pengisian SIPP yang
masih belum sesuai, Aplikasi Santri juga dapat monitoring penyerapan
anggaran DIPA
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Gambar 26 Tampilan aplikasi Santri

Aplikasi ini sangat berguna bagi Internal antar satuan Kerja dengan
adanya aplikasi ini pimpinan mudah melakukan monitoring dan Evaluasi
terkait dengan TUSI terutama pengsian SIPP dan penyerapan
anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo masing — masing
satuan kerja yaitu Kejaksaan Negeri Situbondo
2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai
» Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di
Pengadilan Negeri Situbondo untuk menunjang kinerja pegawai di
lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/ SEK
/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA
disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court

A

berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa
telekomunikasi  bersifat dedicated dengan ketentuan untuk
Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan
Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps.
Capaian kinerja indikator jumlah kapasita banwith yang memadai

adalah sebagai berikut:

Jumlah Kapasitas Banwith | 50 Mbps | 100 Mbps 200%
yang memadai

Tabel 84 Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai
Tahun 2023
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Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
Situbondo pada indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai
adalah 50 Mbps, sedangkan realisasinya adalah 100 Mbps , jadi untuk
capaian kinerja indikator jumlah Kapasitas Badwinth yang telah
diselesikan adalah sebesar 200%, melampaui target yang telah
ditetapkan.

Sejak akhir tahun 2019, untuk belanja langganan internet pada
Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran yang cukup untuk
pemenuhan belanja langganan internet. Pengadilan Negeri Situbondo
telah melaksanakan petunjuk Sekma untuk menggunakan internet
dedicated 1:1 dengan banwith 50 Mbps

N P
*_:-w‘ e P‘.—. ; I\!I Downioad N -~ ’ f\‘_h!/' Latency
e Brae Avernge 96 79 Miv's Avernge 57.08 Mbra Ao g ralr 3
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Gambar 27. Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2023

Gambar diatas merupakan grafik laporan pemakaian internet pada

Pengadilan Negeri Situbondo serta ketersediaan banwith internet

selama tahun 2023. Dalam grafik tersebut digambarkan rata- rata

tingkat kebutuhan internet maksimal pada angka 90 Mbps, sedangkan
ketersediaan banwith dari profider adalah 100 Mbps, sehingga
kapasitas banwith yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo sudah

sangat memadai .

2. Persentase Distribusi Surat.

» Indikator kinerja persentase distribusi surat megukur perbandingan
antara surat masuk dengan surat yang disistribusikan ke masing-
masing bagian.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumiah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian

x 100%
Jumilah surat masuk

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai
berikut:
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~ Target Realisasi Presentase |
' i e Capaian
: _ Al _ kinerja
1 Persentase distribusi 100% 100% 100%
surat masuk

Tabel 85. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023
Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 694 surat masuk dan
semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian.

NO  Tahun Jumlah Surat masuk  Jumlah Surat Yang

_ didistribusikan

2023 9P sl

QiR

: 692 surat
2022 1385 surat 1385 surat
2021 1162 surat 1162 surat

Tabel 86. Jumlah Pendistribusian Surat Masuk

di Pengadilan Negeri Situbondo TH 2021- 2023
Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada
indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasi
adalah 100%, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi
surat adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan.
Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan aplikasi PTSP + dari
Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dalam rangka memberikan
pelayanan prima terhadap para pencari keadilan
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Gambar 28. Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +
3. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.

» Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu
mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti
tepat waktu dengan surat masuk.

» Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat
yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi
pimpinan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

x 100%
Jumilah surat masuk

Capaian kinerja ind'ikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah
sebagai berikut:

' No |’ Indikator Kinerja ~ Target ' Realisasi Presentase

; ;, g ! Capaian |

i : : !I kinerja :

1 | Persentasetindak lanjut  98% = 100% = 102%
__ surat tepat waktu I

Tabel 87. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu TH. 2023

Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 692 surat masuk dan
semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian  untuk
ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada
indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 98%,
sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi target yang telah
ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut
surat tepat waktu adalah sebesar 102%.

(v ] . ®

— m— r— . L.
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Gambar 29 TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +

- Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan

Cepat.

* Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip
surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan

Negeri Situbondo. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumiah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu

x 100%
Jumlah surat

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai
berikut:

No Indikator Kinerja Target | Realisasi Presentase
Capaian
kinerja

! |Persentasearsipsurat | 95% | 100% | 105%
yang dapat ditemukan
.| dengan mudah dan tepat

abel 88. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan
Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023

Target untuk indikator ini adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah
100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat
yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 105%.

Tahun 2023, jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri
Situbondo sebanyak 692 surat dan surat keluar sebanyak 1288 surat.
Semua surat teregristrasi dalam aplikasi PTSP +.

Selain itu, setiap bagian juga mempunyai buku register surat masuk
dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang
didisposisikan pada setiap bagian.

ELAYANAN TERPADU SATU PINTU- s @

ENGADHAN NECIR STLS0NDO
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Gambar 30. Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +
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Gambar 32. Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar
Pada Tiap Bagian
2. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.

» Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan
Pengadilan Negeri Situbondo dengan instansi terkait di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Situbondo khususnya.

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah
sebagai berikut:

No Indikator Kinerja

Target Realisasi Presentase
Capaian
kinerja
1 Jumlah Kerjasama antar o 7 230 %

instansi terkait

Tabel 89. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar
Instansi Terkait Tahun 2023
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Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi

terkait adalah 3, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2023

Pengadilan Negeri Situbondo menjalin kerjasana dengan 7 instansi/

lembaga yaitu:

1. PT. Pos Indonesia

2. PT. BRI Cabang Situbondo

3. PT. BTN Cabang Situbondo

4. Posbakumadin Situbondo untuk perjanjian pengadaan Pos Bantuan
Hukum.

5. Penyedia Jasa Internet HSP

6. PDAM

7. Rumah Tahanan Negara

Sehingga capain kinerja pada indikator ini adalah 230 %.

7. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.

» Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan
Negeri Situbondo yang dimuat di media khusunya Website dan media
sosial Pengadilan Negeri Situbondo.

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat

dimedia adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja

Target Realisasi Presentase
Capaian
kinerja
1 Jumlah berita tentang 36 e 225 %
satuan kerja yang dimuat
T  di media

Tabel 90. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja
Yang Dimuat Di Media Tahun 2023

Target pada indikator ini adalah 36 berita, sedangakan realisasinya,
sepanjang tahun 2023 berita yang dimuat di media khususnya website
Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 81 berita, sehingga capaian
target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di
media adalah 225 %. _

Selain media sosail lainnya ( Facebook, Twiter, Inssagram ) Website
Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media paling efektif untuk
mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan -
kegaiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk
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dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat

digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang
layanan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo seperti layanan
pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan

+  Mlabizmah Agung K1

*  Duyen Saddum

FENGADUAY DAN SURVEY
1 Siwas
2. Survey KM dan IPK {SISUPER)

o Sutet Keseangan Oelee
+  Ditekton Putiman

+ MHEMA

« MOIH PY STUBONDO

Apt] 2un Prnbonsn

Gambar 33. Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Situbondo

3. Jumlah Layanan Pengadilan.

» Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan
pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para
pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo.
Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah
sebagai berikut:

—— —_———————

‘No | Indikator Kinerja  Target = Realisasi Presentase |
| 5 ~ Capaian |
' , ! ~ kinerja |
1 | JumlahLayanan 5 8 o 160%
 Pengadilan ol | |

Tabel 91. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 5 Layanan,
sedangkan realisasinya adalah 8 Layanan, sesuai dengan target yang

telah ditetapkan.Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 160
%
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Layanan yang ada pad Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai
berikut:

Layanan PTSP Pidana.

Layanan PTSP Perdata.

Layanan PTSP Hukum.

Layanan PTSP Umum

Layanan e-Court.

Layanan E Bepandu

Layanan Eraterang

9N & oA N =

Layanan Informasi Persidangan.

Semua layanan di Pengadilan Negeri Situbondo berada pada Ruang
PTSP yang bertempat di loby depan kantor Pengadilan Negeri
Situbondo yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya
para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang
nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para
penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas.
Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP
untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya
untuk dilayani serta memebrikan kemudahan petugas pelayanan dalam
melayani masyarakat pengguna peradilan, sehingga tercapainya
service excellent.

Gambar 34. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo

Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




» Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa

banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada
periode tahun 2023.

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan

adalah sebagai berikut:

No 1 Indlkator Kinerja , Target Realisasi Presentasei
[ , Capaian
| 5' ! . kinerja
i T| Jumlah Pengguna Layanan 200 @ 76 38 % ]
| a Pongadllan ' Orang Orang N
b
Tabel 92. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan
Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 200
orang, sedangkan realisasinya adalah 72 orang , melampaui target
yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini
adalah 38 %.

Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat
pengguna peradilan yang telah mengisi buku tamu dan dicatat dalam
aplikasi PTSP + sepanjang tahun 2023.

Perbandingan jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun
2021- 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Pengguna Layanan
il Pengadilan -
76 orang
392 orang
412 orang

Tabel 93. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan TH 2021 — 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah
pengguna layanan pengadilan menurun , namun menunjukkan angka
yang sedikit. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo harus
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang
kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan
prima bagi masyarakat.
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Gambar 35. Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah
pengguna layanan pengadilan fluktuatif namun menunjukkan angka
yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Situbondo harus
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang
kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan
prima bagi masyarakat.

5. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.

» Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumiah
layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang
membutuhkan layanan bantun hukum, khususnya bagi masyarakat
kurang mampu.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah
sebagai berikut:

Indikator Kinerja  Target Realisasi Presentase
= S kinerj'a -

96 Orang =~ 280 %
L [

Tabel 94. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan HukumTH 2023

i 1 i'amTah—uaannBta" ';"'éa"a;éhg
| hukum |

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 34 orang,
sedangkan realisasinya adalah 96 orang , melampaui target yang telah
ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 280 %.
Perbandingan jumlah layanan bantuan hukum dari tahun 2021-2023
adalah sebagai berikut :
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~Jumlah Layanan
- Bantuann Hukum

: 29 orang
2021 24 orang

Tabel 95. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021 — 2023
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada
masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang
optimal karena perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Situbondo
dibawah 500 perkara .

Pengadilan Negeri Situbondo melaksanakan kerja sama dengan

penyedia jasa layanan bantuan hukum melalui perjanjian kerjasama

dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN untuk layanan
pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan atau penyediaan informasi daftar

Organisasi Bantuan Hukum dan memberikan tempat yang representatif

bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan

pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang
mampu.

Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.

» Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan
kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan
kepegawian seperti usulan jabatan dan usulan kenaiakn gaji berkala
(KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian

x 100%
Jumlah Usulan Kepegawaian

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian
usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase
Capaian
kinerja

1 Persentase pengusulan 94 % 100% 106%

dan penyelesaian usulan
kepegawaian

Tabel 96. Persentase Capaian Kinerja Pengusulan Dan
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Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2023

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan
kepegawaian adalah 94 % orang, sedangkan realisasinya adalah 100%
melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada
indikator ini adalah 106%.

Tahun 2023 usulan jabatan pada Pengadilan Negeri Situbondo
sejumlah 8 orang dan usulan KGB sejumlah 8 orang dan semua usulan
telah diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian
usulan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No Tahun Jumiah Usulan Jumiah Realisasi
Kepegawaian (Usulan Penyelesaian
Jabatan dan KGB) Usulan
Kepegawaian
100102023 18 16 100 %
2 2022 27 27 100 %
3 2021 23 23 100 %

Tabel 97. Persentase Realisasi Pengusulan Dan Penyelesaian
Usulan Kepegawaian Tahun 2021 - 2023

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023, realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan
kepegawaian adalah 106%, artinya setiap usulan kepegawian yang
diajukan semua diselesaikan dengan baik. Pengusulan kepegawaian baik
usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun
kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenunhi
untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan
yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan

Jumlah Pemeliharaan Gedung.

» Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan
gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.
Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai
berikut:

— . e .
'No  Indikator Kinerja ~  Target Realisasi Presentase
| Q ; ‘Capaian kinerja
K jgm;lﬁmlaﬁ_héﬁiél_i'haiién:5 v U 100%
| gedung 1540 m* | 1540 m*

| | |

| D= | ,

Tabel 98. Capaian Kinerja Jumah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 (satu)

unit volume 1540 m? dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang

dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2023, sedangkan

realisasinya adalah 1540 m? sesuai target yang telah ditetapkan,

sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2023

adalah 1540 m? terdiri dari :

1. Gedung kantor 1540 m?

2. Halaman gedung 514 m?

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran

untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar

Rp. 211.288.000, oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan

kerja, maka diadakan revisi anggaran sehingga anggaran untuk

pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp. 239.210.000, -

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan selama tahun 2023

adalah :

1. Pembuatan Kamar mandi di Pos Satpam

2. Penggantian Kaca lantai 2 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan
gedung dengan warna baru bagian depan

3. Penggantian Kaca lantai 1 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan
gedung dengan warna baru bagian samping

4. Penutupan kisi-kisi  lantai satu dan perbaikan Talang serta
Resplang bagian lantai 2 Pengecatan gedung warna baru dan
kusen bagian depan

5. Pengecatan gedung dan Plafon warna baru dan kusen bagian
depan

6. Serta perbaikan lain - lain yang sesuai kebutuhan dan

7.  Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor dan Pembelian BBM alat
pemotong rumput
Kantor Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bangunan yang
belum sesuai dengan prototype. Pengajuan usulan pembangunan
gedung kantor sesuai prototype sudah dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Situbondo namun belum mendapat realisasi
dari pusat dikarenakan ada target prioritas Mahkamah Agung
untuk pembangunan gedung pengadilan - pengadilan terdampak
bencana alam dan yang baru di bentuk ( Pemekaran Kabupaten

_Dan Kota)
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8. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

» Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah
rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang
didapatkan satuan kerja. Capaian kinerja indikator jumlah
pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

'No | Indikator Kinerja Target Realisasi iPresentas:‘

- | | - Capaian |

| |  kinerja

e e : | . B —

-1 Jumlah pemeliharaan | 7 7 -~ 100% | |
_Dfjeoung o unit |ooWeit 00 |

Tabel 99. Capaian Kinerja Jumah Pemeliharaan Rumah Dinas
Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 7 unit
sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2023, sedangkan
realisasinya adalah 7 unit , sehingga capaian kinerja pada indikator ini
adalah 100 %.

Pengadilan Negeri Situbondo memiliki rumah dinas sebanyak 7 rumah

dinas terdiri dari

» 1 (satu) Unit rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

» 1 (satu) Unit rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

» 3 (tiga) unit rumah dinas Hakim,

‘f

1 (satu) unit rumah dinas Panitera,

v

1 (satu) unit rumah dinas hakim tidak ditempati dalam keadaan
rusak sedang dan terlalu luas ( bekas kantor lama PA ) Untuk
pemeliharaan rumah dinas pada anggaran Rkakl 2023 sebesar
Rp 88.400.000.

9. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/MesinKantor.

» Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung
jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang
disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja.
Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah
sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Target | Realisasi Presentase
Capaian
kinerja
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kinerja

1 | Jumlah pemeliharaan | 94 unit | 94 unit | 100%
peralatan/mesin kantor

Tabel 100, Capaian Kinerja Jumah Pemeliharaan Pemeliharaan
Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor
adalah 94 unit, sedangkan realisasinya adalah 94 unit, sehingga
capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Dalam RKA-KL tahun 2023, peralatan dan mesin kantor yang
mendapatkan anggaran pemeliharaan adalah AC Split, komputer,
printer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan, bahan bakar genset
dengan jumlah anggaran Rp.185.987.000.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo tidak ada pengadaan
belanja modal

10. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan

Rumah Tangga.

» Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan
rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh
kesekretaraiatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan
administrasi  perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri
Situbondo.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan,
urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

———————————— e —

"No Indikator Kinerja | Target | Realisasi Presentase
i | ; . Capaian |
f : ~ kinerja
1 Jumlah layanan pengelolaan 12 12 ;

1 keamanan, urusan tata  Layanan Layanan  100%
~ usahadan rumahtangga - i

—————————————————————— e —_—

Tabel 101. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan,
Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan
tata usaha dan rumah tangga adalah 12 layanan , sedangkan
realisasinya adalah 12 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator
ini adalah 100%.
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Jenis layanan internal yang terdapat pada pengadilan negeri Situbondo

adalah :

1. Layanan keamanan kantor.
Layanan ini meliputi keamanan dalam kantor maupun keamanan luar
kantor. Sarana layanan keamanan dilengkapi dengan terdapatnya
pos jaga, metal detector, dan 3 (tiga) orang petugas
keamanan yang berjaga dengan shif.

2. Layanan tata usaha dan rumah tangga
Layanan ini merupakan pendukung utama kantor dalam hal
pemenuhan kebutuhan pesonil pengadilan (Pramubakti dan Sopir)
Layanan ini meliputi kebutuhan ATK kantor serta kebutuhan sarana
dan prasarana kantor.

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata

Kelola Yang Baik terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya
Indikator tersebut adalah:

EI'nloi Indikator Kinerja  Target = Realisasi  Capaian

1 Terpenuhinya kebutuhan ~ 80% = 100% = 125%
 sarpras dalam mendukung | | ;
 pelayanan peradilan b '

~ NILAI CAPAIAN KINERJA L 125%

Tabel 102. Ralisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan
Peradilan
» Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam
mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan
sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri
Situbondo guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan
terhadap masyarakat pengguna pengadilan.
Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai
berikut:
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| "'3";"f.;';,;ii'kg;o',-.-_ki'nﬂe_,faﬁ & lisasi Capaian |

100% 125 %

1 Torpenuhinya kebutuhan  80%

sarpras dalam
mendukung pelayanan
peradilan

Tabel 103. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan
Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
dalam mendukung peayanan peradilan 80% , sedangkan realisasinya
adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 125 %.
Sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri
Situbondo adalah :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Tersedianya prasarana ruang tamu terbuka.
Tersedianya ruang kesehatan dan laktasi.
Tersedianya tempat bermain anak
Tersedianya ruang tunggu sidang.
Tersedianya ruang mediasi.
Tersedianya fasilitas untuk Difabel.
Tersedianya genset untuk kegiatan operasional kantor.

L 0 N O s N S

Tersedianya ruang Media center
Pengadilan Negeri Situbondo selalu berusaha untuk memenuhi sarana
- dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan peradilan.
Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung
layanan peradilan tersebut didapat dari Mahkamah Agung maupun
hibah

C. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 5.531.349.000,- ( Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus
empat puluh Sembilan ribu rupiah )
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2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 96.740.000,- ( Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu
rupiah )

. REVISI DIPA

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan
dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian
anggaran belanja Penagdilan Negeri Situbondo melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Situbondo telah mengadakan
beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) tahun 2023 adalah :

. Revisi DIPA 01 ke 1 (12 April 2023)

Melakukan Revisi untuk singkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan
DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA

. Revisi Dipa ke 2 (24 Juli 2023)

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun untuk singkronisasi Rincian
Kertas Kerja Satker karena ada kegiatan yang tidak terpakai :
521111 D : Belanja Kepeluan Perkantoran
- Kelebihan anggaran Pakaian Dinas Non Hakim Rp. 5.530,000.000
- Kelebihan anggaran Linsensi Vidio Conferen Rp. 2.976.000.000
- MENJADI ditambahkan ke
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Konsultasi ke KPPN/DJKN
- Uang Transport sebesar Rp. 2.620.0000.
523111 Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor  Rp. 4.312.0000.
523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Perangkat Jaringan sebesar  Rp. 484.0000.

. Revisi Dipa ke 3 ( 13 September 2023)

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan
anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :
521252 : Belanja Peralatan dan Mesin

- Kelebihan anggaran Pengadaaan Inventarisasi CPNS

Rp. 1.878,000.000

521111 B : Belanja Kepeluan Perkantoran

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000

- MENJADI ditambahkan ke Akun .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




523111 Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor  Rp. 1.540.0000.
521811 Belanja Barang Persedian barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari ~ Rp. 207.0000
. Revisi Dipa ke 4 (13 Nopember 2023)
Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan
anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :
521119 B : Belanja Kepeluan Perkantoran

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000
523121 - Kelebihan anggaran Pemeliharaan Genjet Rp. 2.500.000
522113 : Belanja Kepeluan Perkantoran

- Kelebihan anggaran Langganan air Rp. 8.400.000

- MENJADI ditambahkan ke Akun
523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor ~ Rp. 3.080.0000.
521811 Belanja Barang Persedian barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari Rp.5.600.0000
523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Belanja bahan bakar genset Rp.2.500.0000

Revisi DIPA 03 (Ditjen Baan Peradilan Umum) tahun 2023 adalah :
1. Revisi Dipa ke 1 (12 April 2023)
Melakukan Revisi untuk singkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan
DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA
2. Revisi Dipa ke 2 (13 Juli 2023)
Melakukan Revisi untuk singkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan
DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA dan pergeseran
< Belanja barang konsumsi persedian barang konsumsi
Akun 521811 — Alat tulis kantor
Semula Rp. 90.000. menjadi Rp. 136.000.
3. Revisi Dipa ke 3 (27 September 2023 )
Melakukan Revisi untuk singkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker karena
ada pergeseran antar akun :
Pendaftaran Berkas Perkara
< Belanja barang konsumsi persedian barang konsumsi
Akun 521811 — Alat tulis kantor
Semula Rp 136.000. menjadi Rp. 120.000.
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% Belanja barang konsumsi persedian barang konsumsi

Akun 521211 — Penggandaan dan penijilidan berkas perkara
Semula Rp. 45.000. menjadi Rp.37.500

PENYERAPAN ANGGARAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara.
Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu
perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh
pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun
anggaran 2023 medapatkan 2 (Dua) DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan
Administrasi (BUA) / DIPA 01 (098211) dan DIPA Badan Peradilan Umum
(BADILUM) / DIPA 03 (099146)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen
pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan
administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti
pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan
peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung
dan bangunan. Pada tahun anggaran 2023 DIPA 01 mendapat pagu sebesar
Rp.5.531.349.000,00 ( Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus
empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Dari total pagu DIPA Rp. 5.531.349.000,00 dapat terealisasi 92.84% dari
pagu anggaran yaitu sebesar Rp.5.526.558.000,00.( Lima milyar lima ratus
dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah )

Dari daftar rincian realisasi kegiatan, semua jenis belanja berhasil terserap
diatas 98,75 % dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar
90,76 %, Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 01

Realisasi

Jenis AT
EERE Rp % Rp %

' Pegawai 408545900000  3708.119.24300 90,76 % 39533975100 - 6,34%
Barang 144109900000 142302152200  9875% 1807747900  01,75%
e e L L LS
| Total 5.526.558.000 5131140771  92,84% 395417229 (7,16%)

Tabel 104 : Realissi Belanja DIPA 01 B
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2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)
Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen

peradilan umum. Pada tahun anggaran 2023 DIPA 03 mendapatkan dana
sebesar Rp. 96.740.000,00 ( Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat
ribu rupiah ) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi
penyelesaian perkara.

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar Rp 95.315.000,00
atau 98,53,%. Dari anggaran yang tersedia

Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 03 :

Pagu (Rp)

Rp % Rp %
Barang 78440.000,00 | 77.015.500,00 | 98,18 % 1.1425..000 1,82 %
Kimwasmat 1.500.000,00 1.500.000,00 100 % 0 0 %
Pos Bankum 16.800.000,00 | 16.800.000,00 100 % 0 0 %
Total 96.740.000,00 | 95.315.000,00 | 98,53% | 1.1425..000 1,47%

Tabel 105 : Realisasi Belanja DIPA 03
Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Situbondo
adalah sebagai berikut :

A. DIPA 01
™

Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2023 sebesar Rp.
4.085.459.000,000 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.708.119.249,00
dengan jumlah pegawai 30 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai
90,76 %. , tidak optimalnya penyerapan ada beberapa pegawai pesiun dan
mutasi diakhir tahun (Laporan Realisasi anggaran kami lampirkan pada
bagian akhir dari laporan ini).

Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2023 sebesar Rp.
1.441.099.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.423.021.522,00
sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,75 %. Realisasi anggaran
belanja barang, penyerapan kurang optimal karena ada belanja bantuan
sewa rumah dinas hakim sebanyak 1 (satu) orang hakim , dan kami tidak
memlakukan revisi terkait akun dimaksud karena kewenangan esolon 1
MARI , dan kami telah melakukan koordinasi dengan korwil Jatim yaitu
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Pengadilan Tinggi Surabaya namun belum terlealisasi, ( kami lampirkan
pada bagian akhir dari laporan ini. )

B. DIPA 03
1. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2023 sebesar Rp. 96.740.000
yang dialokasi pada mata anggaran Biaya perkara pidana yang diselesaikan
di tingkat pertama, Pos Layanan Hukum di telah direalisasikan sebesar Rp.
95.315.000,00 sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.18 %. Adanya
sisa anggaran yang tidak terserap mengenai jenis belanja “biaya perkara
pidana yang diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali ,
Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari
laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan
sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Situbondo Tahun
2023 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2023 dan DIPA-03 Tahun
2023 telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan penyerapan
dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2023 pada satker
Pengadilan Negeri Situbondo telah mencapai 92,84%. Sementara untuk
Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 98.53 %.

Maka untuk total penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 adalah
95.51%.
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Tabel 106 : REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01

: DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

NA Program Dukungan Managemen
NA 1065 :ﬁm“' dan Peng Keuangan B Urusan

EBA Layanan Dukungan Manajemen Intermal
EBA 952 Layanan Umum

051 0A  Inventans Perkantoran CPNS

521282

Belnia Peralatan dan Mesin - Eksirakomptabel

000072 Pengadaan inventans CPNS (Meja dan Kursi)

EBA 904 Loyanan Perkantoran

001.0A
S11111

S11119

s11121

511122

¥ Gap dan tung

Belania Gaj Pokok PNS

000001, Belanja Gaji Pokok PNS

000002 Betanis Gap Pokok PNS (gaj ke 13)

000003 Belanja Gaj Pokok PNS (gaj ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji PNS

000004 Belanja Pembulatan Gap PNS.

[ [} 4 Py Gay PNS (gap ke 13)

000006 Belanja Pembulatan Gaj PNS (gaji ke 14)
Beianjs Tunj Suamiistn PNS

000007 Belanta Tunj Suamiistn PNS

000008 Belara Tun| Suamitstn PNS (gaji ke 13)

000009 Betanja Tury Suamiistn PNS (gaj ke 14)
Beianja Tunjf Ansk PNS

AN N Baleeis T Ansk DG

5.531.349.000
5.531.349.000
£.531 349,000

4.791.000

4. 791,000
4,781 000
4,791,000
5,526,558 000
4 085 459 000
1,718,263 000
1.470 787,000
126,798 000
118,678,000
27.000
23.000

2,000

2.000
111,440,000
9%5.458 000
8.307.000
7.679.000

35 344,000
W AL N
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4,957 501,132
4957 501,132
4,957 501 132

4,791 000

4791000
4.781 000
4.791.000
4952710132

3666196 249
1.521 657.700
1.312 590300
104,815 800
104 251 600
19.628

15048

1.738

1942

105 428 358
91,517,278
©.983.750
6927330
35263 442

N AT AR

178,430 639
178430639

178.430 639

]
o
o
178.430 639

g
g

2 oOoco0o0000O0OQCQO0COCDOODO

5135931771
51359317171
5.135.931. 771

4.791.000

4.791.000

4 791,000
4791 000

5. 131,140,771
3.708,119.249
1.521.657.700
1.312.590 300
104 815 800
104 251.600
18628

15.948

1.738

1,942

105 428 358
e1517.278
6.983,750
6.927.330
35263 442
W AT ARR

9285 %
285 %
285 %
100 00

100 00
100 00
100.00
285 %

90.76 %
88 66 %
8924 %
8266 %
BTBa s
7270 %
69.34 %
56 90 %
G7T10%
8461 %
9588 %
B407T %
2021 %
97T %
Q0 19w

395 417 229
IS5 417,229
305417229

1]

395 417 229

37TT7.338.751
184 605,300
ysa.ma.?m
21.982 200
14 426 400
r.372

T7.052

262

58

6,011 642
3938722
1.323.250
751 670

B0 558

280 &4




000011 Belania Tunj Anak PNS (ga§ ke 13)

000012 Belarys Tury Anak PNS (gaji ke 14)
511123 Beiarya Tuny Struktural PNS

000013 Belanjd Tunjangan Strukiural PNS

000014 Beiarsa Tunangan Strutural PNS {gag ke 13}

DOOG1S Belana Tunangan Struktural PNS (gap ke 14)
511124 Belarya Tuny Fungmonal PNS

000016 Seiarys Tury. Fungsonal PNS

000017 Belania Tuny. Fungsional PNS (Gagt ke 13}

000018 Bedarya Tury Fungsional PNS (Gag ke 14)
511125  Belanja Tury PPhPNS

000019, Beianga Tunjangan PPh PNS

000020 Betanja Tungangan PPh PNS (gag ke 13)

000021 Bedanja Turgangan PPh PNS (ga ke 14}
511126  Belanja Tury Beras PNS

000022 Belaria Tury Beras PNS
511129  Belang Uang Makan PNS

000023 Belanja Uang Makan PNS
511151  Belarga Tunjangan Umum PNS

000024 Belana Tungangan Umum PNS

000025 Belarsa Turyangan Umum PNS gap ke 13)

000026 Belarga Tunjangan Umuen PNS (gap ke 14)
002 0A KEBUTUMAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
21111 & w3 Mep Perk

000027 Satpam

000028 Pengemus

2.286000
2112000
36,400,000
31.200.000
2600 000
2.600.000
1.552 970,000
1.333,500.000
118.925.000
100 485.000
178.930 000
130,696,000
25,898 000
22.336,000
84,876.000
84.876.000
328 740000
A28 740 000
40,529 000
34 739,000
2.895.000
2.895.000
541 954 000
&82.116.000
3 240 000
148 860 000

© o o 0o o0 00 O 0 0 OO0 00 O 60 0 00 O

e o0 o o

230512
2284 864
36,400 000
31.200.000
2.600.000

2 600.000
1.500, 105 000
1.288.335.000
105 885.000
105.885 000
165,688,501
126479741
21842 680
21 565.880
81,182 820
81182820
204 011,000
204 011 000
12.440 000
10.610.000
915.000
815.000

494 231 891
444 042 70O
G0 $70 000
136 455 000

e 0 0 & 0o 0 0 0 00 00 0 Q OO

‘g
8 &

e 0o 0o o

47573 168
38.033 168

8270000
12 405 000

2305112 10070
2284864 10818
36400000 10000
31200000 10000
2.600.000 100 00
2800000 100 00
1.500.105.000 9660 %
1.288, 335,000 9661 %
N5 885000 8904 %
105885000 105 37
160688301 B4 N
126479781 67T %
21642680 BAST %
21565880 55 %
BT 1200 9565 %
81182820 9565 %
245934 000 7481 %
245904000 T4BT %
12,450,000 3069 %
10610000 3054 %
915000 3161%
915000 3161 %

541,910,158 9999 %
482077 H68 9999 %
99 240,000 100 00
148 860,000 10000

-16,112
-1T2084

o o o o

52,805,000
45,165,000
13 040000
+5.400.000
9241 6%
4216259
4255320
o220
3693180
3693180

82 806 000
28 088 000
24129 000
1,980 000
1,980 000

43841
38132
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521811

000029 Pramubakti
000030 TIIR Satpam
000031. THR Pengemudi

000032 THR Pramubakti

000033. Keperuan Alat Rumah Tangga Kantor

000074, P wan | ai bawah kapitalsas:
Beianja Barang Persediaan Barang Konsumsi
000034 Buaaya Keperiuan Sehan-han Perkantoran

00208 LANGGANAN DAYA DAN JASA

52111

521114

522112

522113

Belanja Keperiuan Perkantoran
000035. Langganan Internet
000036 Lisens: Video Conference
Belanja Pengenman Surat Dinas Pos Pusat
000037 Biaya Pengsriman Surat Dinas/Pos
Belanja Langganan Telepon
000038. Langganan Telepon
Belanja Langganan Air
000039, Langganan Air

0020C PEMELIHARAAN KANTOR

523111

523119

sa3
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Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
000040 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
000041 Pemelinaraan Gedung Kantor

Belanja Pemebharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
000042 Pemeliharaan Rumah Dinas

Belanja P dahy L2 dan M
000043. Pemebharaan Genset
000044 BEM Genset

180.432.000
0.270.000
12.405.000
15,036,000
12.873.000
5,000,000
59,838,000
59.838.000
190,656.000
175,356.000
170.556.000
4.800.000
4.200.000
4.200.000
1,500,000
1.500.000
9.600.000
9.600.000
513.607.000
239.220.000
5,140,000
234,080,000
88,400,000
88,400,000
185,987 000
1,690,000
5.500.000

© 0 0 00 0O OO0 00 0O 0 O00CO0CO0CO0CO0C OO OCOCOOC OO

165,396,000
8,270,000
12,405,000
15,036.000
10.512.700
5,000 000
50.287.291
50.287.291
172,053.710
160,254 500
155820 500
4434000
3.473.000
3.473.000
1,197,210
1.197.210
7.129.000
7.129.000
472 157,920
234 210,000
5,137 000
229,073,000
B8 364 000
88 364 000
149 583.920
1.670,000
2.831.100

15.036.000
o

i}

0
2322168
o
9,545,000
9.545.000
17.348 942
14,625 500
14.165.500
360,000
635500
635 500
239.442
239442
1,949 500
1.949.500
41,340,300
5.000.000
0
5,000,000
0

0
36,340,300

2.656.000

180,432,000 100.00
0.270.000 100.00
12,405,000 100.00
15,036,000 100.00
12,834,868 99.70 %
5,000,000 100.00
50832201 9989 %
50,832,201 9999 %
188,403,652 9934 %
174.780.000 99.67 %
169.986 000 99 67 %
4.794 000 99 88 %
4,108,500 97 82 %
4,108,500 97 82 %
1436652 9578 %
1436652 9578 %
9.078.500 94.57 %
9.078.500 B4.57 %
513,498,220 9998 %
239,210,000 100.00
5.137.000 9994 %
234073000 10000
88,364,000 99 96 %
88,364,000 99.96 %
185924 220 9997 %
1,670,000 98.82 %
5487100 99.77 %

62.780
20,000
12.900




00045, Permneliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
000046 Pernetiharsan PC

000047 Pernelinaraan Printer

000048 Pemeliharaan AC Spiit

000049 Pemeiiharaan Perangkat Jaringan

000050 Pemeliharnan Kendaraan Bermaotor Roda 4

00200 PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR

s21n

521115 B

B v Pk
¥ Rep

000051, Pakaian Dmnas Pegawai Non Halum
000052 Seragam Pegawai CPNS
COO0S3. Pakaian Kena Satpam
000054 Pakawan Kera Pengemudi
000055. Pakatan Kerja Pramubakt

¥a Honor Op i Satuan Kena
000056 Honor Bendahara PNBP
000057 Honor Kuasa Pengguna Anggaran
000058 Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
000059 Honor B Pengel
COOOE0 Honor Staf Pengeiota Keuangan
000061 Honor Pejabat Pembuat Komitmen

0020G RAPAT KOORDINAS! INTERNAL

521119

Belana Barang Op  Lannya
000064 Konsumsi

0020H KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING

524111

Belana Perjalanan Dinas Buasa
000065 Transport Rl
000066 Penasnapan
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17865500
12,290,000
13.792.500
10,825.000
5.115.000
85.394 820
82,180,000
20,510,000
12.070,000
4,560,000
1.250.000
1,150,000
1.480.000
61,670.000
3.000,000
18.130.000
9,900,000
7.000.000
6.000.060
17,640,000
800 000
800,000
800,000
39571 100
39.571,100
6,258 000
5.843.100

21895500 9u98 %
16,775,000 9998 %
13.702.500 9995 %
13415000 99.96 %
5375000 9964 %
107.514.120 9999 %
84514000 9999 %
20.510.00C 9996 %
12,070.000 9996 %
4560000 100.00
1.250.000 10000
1150000 9974 %
1,480,000 10000
74,004,000 10000
3,600,000 100.00
21.756,000 100,00
11,880.000 100.00
8.400.000 100.00
7.200.000 10000
21,168,000 10000
2825000 T062 %
2825000 TOBZ %
2825000 7062 %
49301029 9133 %
49391329 9133 %
7.982.900 99.79 %
T378429 T3TE %

-BBEEBEESRE

o

OOOOQOOD%D

1.175.000
1.175.000

1175000 |

468867
468867

17.100
262157




000067. Uang Harian
00201 KONSULTAS!I KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
000068. Uang Harian
0020 PENANGGULANGAN COVID-19
521119  Belanja Barang Operasional Lainnya
000070 Penyemprotan disinfektan
0020K Hak dan Fasditas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc
522141  Belanja Sewa
000071 Bantuan Sewa Rumah Dinas

36.080.000
9.840.000
9.840.000
9.840.000

40000
40,000
40,000

32,400,000

32,400,000

32.400.000

c © © o 0o 0O © © OO

27.470,000
7.380.000
7.380.000
7,380,000

39.162
39.162
39.162

18.000,000

18.000.000

18,000.000

6.560.000
2,460,000
2.460.000
2,460,000

3.600.000
3.600.000
3.600.000

34030000 9432 %
9.840.000 100.00
9840000 100.00
9,840,000 100.00

30,162 9791 %
39.162 9791 %
39162 9790 %

21,600.000 66.67 %

21.600.000 8667 %

21,600,000 66 67 %

2 1™

10.800,000
10.800.0C0
10,800,000
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TABEL 107 PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 03 : DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)

BF Program Penegakan can Pela ke 96.740.000 o 78 319 500 16,095 500 95315000 9653 % 1,425 000
BF 1049 Pemng Maras: P Urrusn 96,740 000 o 76.319.500 16 995 S00 95315000 S8 53 % 1.425.000
AEA Moorgnas 1.500.000 0 750 000 750 000 1,500,000 10000 e
AEA 001 Percepstan Panysiesman Pefara 1.500 000 0 TS0 000 750 000 1.50.000 10000 0
0520A  Keraasmat 1,500,000 0 750.000 750,000 1.500.000 10000 [
524113  Belanja Perjaianan Dinas Dalarn Kota 1,500,000 0 750.000 750,000 1.500.000 10000 L)
000001 Perjatanan Dinas Datarm Kota 1,500 000 0 750,000 750 000 1500000 10000 L]

BCA Perkara Mukum Persecrangan T8 440 000 o &1 569 500 13 445 500 TT 015000 S 18 % 1.425 000
BCA LTS Perrars Pcara ying Drstiesanan Dengiul Pertama & wiayah Barat 78,440 000 5 &3 583 500 13 244 500 77 015.000 96 18 % 1. 475,000
05108 TANPA SUB KOMPONEN 32 100 000 o 24 554 500 7.025.000 I STSS00 GA3E % £20 500
521217 Betanjs Bakan 6 860,000 ] 4.223.000 1.961 000 6184000 9285 % 476000
000002 Penggancaan dan Penghdan Berkas Pertara € 660.000 [ 4223000 1.961.000 €.184.000 G285 % 476 000

521811  Belanja Barang Per Barang Konsurms: 25.440.000 o 20331500 5 064 000 25395500 9983 % 42 500
000003 Alat Tuls Kartor 25,440,000 0 20.331.500 £ 064 000 25395500 9953 % 44 500

0S30A Pengs Swrat Penat can Perpangangan Penahanan 12,600 000 [ 12560 000 o 12560000 $968 % 40,000
524113 Belanja Penalanan Dwas Dalarm Kota 12.600.000 o 12.560.000 e 12560000 9968 % 40,000
mmmwww 12,600,000 o 12 560 000 o 12.560 000 9968 % 40.000

054 0A TANPA SUS KOMPONEN 6,000,000 0 5,540 000 420,000 5960000 9923 % 40.000
521211 Belana Bahan £.000 000 ] 5.540 000 420 000 S960000 9933 % 20,000

0000CS K, L ¥ 6000 00C ] 5.540.000 420000 5960000 9933 % 40000
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0S50A Pengs Petikan / Satnan Puty Kepada JPU dan Terdakwa 12 600,000 0 9.290.000 3150000 12440000 9873 % 160.000 |

524113 Belanja Pedatanan Dinas Datam Kots 12,600,000 0 9.290.000 3.150,000 12440000 9873 % 160,000 |
000007 Penginman Sainan Putusan 12,600,000 ° 9.200,000 1.150,000 12440000 98 73% 160000 |

0S60A TANPA SUS KOMPONEN 7,200,000 0 5,615,000 1,580,000 7475000 9965 % 25.000 :
S21211  Belanja Bahan 7.200.000 0 5,615,000 1.560.000 TAT5000 9965 % 25000 |
000008 Penggancasn dan Pergixtan Berkas 7,200,000 0 £815.000 1.560.000 7.175.000 9965 % 25000 |

057 0A Penanganan Perkara Bandng & Pengadian Tingkat Pertama 4,755,000 0 3.785.000 583,000 4365000 9188 % 387.000 |
521114  Belanja Penginman Swat Dinas Pos Pusat 555,000 o 0 233,000 233000 4198 % 322000 |
e nuuptes Fuiors By Paaysiion Thgid 555 000 0 0 233,000 233.000 4198 % 22000 |

524113 Belanja Peraianan Dinas Dalam Kota 4.200,000 0 3785000 350,000 4135000 9845 % §5000 |
mww Proses Banding Kepada 2.800.000 0 2.625.000 140,000 2765000 98.75 % 35000 |

000011. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa 1,400,000 0 1.160.000 210.000 1370.000 97 86 % 30.000

058 0A m'm”w“”"“m 1185000 0 2225000 707 500 2932500 2207 % 22500 |
521114 Belana Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 455 000 o 0 287 500 287500 6319% 167,500 |
mmwmmww oaiiie o b 550500 287 500 €3.19% 167500 |

524113 Befania Peraianan Dinas Dalam Kots 2.730.000 o 2,225,000 420,000 2645000 9689 % 5000 |
R L s casts il dan e imion Naivted 1050 000 E 575000 420000 995,000 94.76 % ss000 |

000014 Pempertatuian Baya Proses Kasaw dan Pennyauan °8.21 % i

Kembal kepada Jaksa Terdakwa Penasenat Hukum 1,680,000 o 1,650,000 o 1,650,000 0000 |

OBA Layaran Bantuan Hukum Perseorangan 16 800,000 0 14,000,000 2 500,000 16.800.000 10000 o |
QBAQ32 Layanan Pos Bantuan Hukum & bnghungan Pecadilan Urmum 16,800 060 0 14,000.000 2 800 000 16500 000 10000 0 fl
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051.0A Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 16.800.000 0 14.000.000 2,800,000 16.800.000 10000
522131 Belanja Jasa Konsultan 16.800.000 0 14.000.000 2,800,000 16.800.000 10000
000015 Honor Advokat Pengacara Piket 16.800.000 : 0 14.000.000 2,800,000 16,800,000 10000
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
yang memuat laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu Tahun 2023 yang
dituangkan dalam 8 (embat) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo, ini merupakan suatu
perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Situbondo
karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama Tahun 2023
dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Situbondo.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun
2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan
kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan
bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi
masyarakat pencari keadilan.

Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo,
keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2023 adalah meningkatnya
penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara
dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang
dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya
pegawai yang mempunyai kopetensi dalam tugasnya juga akan
mempengaruhi kualitas hasil kerja
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Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2023 ini secara umum tujuan,
sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun
2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu
ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara
maksimal,sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan
Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan
Negeri Situbondo.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023




LAMPIRAN - LAMPIRAN
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama - ACHMAD RASJID, S.H.
Jabatan ' Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama - Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
Jabatan - Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capasan kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023

Pihak Kedua, Pertama.

MENON, S.H., M.Hum W Akl SJID, S.H.

De/H. KRES o AGHN
0723 198303 1 003 ~-NIP.-197409452000031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

|

{

|
{

I Térh\n;uj‘ﬁdnyé. N

- Persentase'Perkara Yang

peradilan yang Diselesaikan Tepat Waktu 1
pasti, transparan - Pidana o . 100 %
dan Akuntabel - Perdata 100 %
b. Jumlah putusan yang menggunakan
__pendekatan keadilan restoratif. B
Banding :
- Pidana B  20%
- Perdata I 20 %
| Kasasi : |
| - Pidana 20 %
| - Perdata 20 %
| Penmjauan Kembali -
- Pidana 20% |
- Perdata - 20%
! c. Persentase perkara yangtidak | 85%
} mengajukan mengajukan upaya
? hukum Banding
d. Persentase perkara yang tidak 90 %
mengajukan mengajukan upaya
__hukum Kasasi
e. Persentase perkara anak yang 10 %
diselesaikan dengan Diversi . _
_ f. Index persepsi pencari keadilan yang 90 %
| B puas terhadap layanan peradilan | ]
. 2 | Peningkatan a. Persentase Salinan Yang diterima 100 %
Efektifitas ____oleh para pihak tepat waktu '
| Pengelolaan ' b. Persentase perkara yang diselesaikan = 20 %
| Penyelesaian melalui mediasi
Perkara
3 | Akses Peradilan | a. Persentase perkara Prodeo yang 0%
_i bagi Masyarakat | diselesakan o
| Miskin dan | b. Persentase perkara yang diselesai 0%
- Terpinggirkan if___._‘k_a_nﬂc_ilﬂuar gedung F_’engadlian o -
| ' c. Persentase Pencari keadilan 100 %
| golongan tertentu yang mendapat
| B layanan bantuan hukum ( Posbakum) |
‘4 | Meningkatnya ' Persentase putusan perkara perdata 50 %
i Kepatuhan | yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )
. Terhadap Putusan |
|| Pengadilan |




Mewujudkan a. Persentase Pejabat yang sudah 90 %
Manajemen SDM memenuhi standar kompentensi
2 _jabatan menajerial
gaa;g sl b. Persentase tingkat kelengkapan data 97 %
berkesinambungan Kopegavaan
c. Persentase layanan kenaikan pangkat 97%
tepat waktu
d. Persentase pengusulan tepat waktu 100 %
Mewujudkan a. Nilai LKJip Minamal “BB* 75
regulasi dan tata b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK
kelola yang baik WBK/WBBM
c. Nilai IPK 92 %
d. Nilai IKM 92 %
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu A"
f. Prosentase realisasi Penerimaan 100 %
Negara bukan Pajak ( PNPB)
g. Prosestase realisasi anggaran belanja 98 %
h. Prosestase pelaporan LHKPN / 98%
LHKASN tepat wakitu
I. Prosestase nilai kinerja anggaran 95 %
J. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja 97 %
k. Pelanggaran Disiplin 1%
Mewujudkan a. Jumilah aplikasi yang diselesaikan 1
pelayanan b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang 50 Mpbs
kesekretariatan memadai
yang dan prima c. Prosestase distribusi surat 100 %
d. Prosestase tindak lanjut surat tepat 98 %
waktu
e. Prosestase arsip surat yang dapat 95 %
ditemukan dengan mudah dan cepat
f. Jumlah kerja sama antar Instansi 3
terkait
g. Jumiah berita tentang Satker yang 35
dibuat di media
h. Jumlah layanan di Pengadilan 5
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan 200 org
J- Jumlah layanan Bantuan Hukum 34 org
k. Prosentase pengusulan dan 98 %
penyelesaian usulan kepegawaian
l. Jumiah Pemeliharaan gedung 1/1540 m2
m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 7/884 m2
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin 94 Unit
kantor
o. Jumiah layanan pengelola keamanan, 12

urusan tata usaha dan rumah tangga




8 Pemenuhan 80 %
kebutuhan a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas
Saranan dan dalam mendukung Pelayanan Jumlah
Prasarana dalam peradilan
mendukung
Peradilan
Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 tersebut
didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Teknis Lainnya Mahkamah Agung R B.001.M800009,
A. Layanan Umum Rp 6.669.000.00.
B. Layanan Perkantoran Rp. 4.085.459.000.00.
C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.439.221.000.00
2 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum [ Rp  96.740.000.00.
A. Percepatan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000.00.
B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Rp.  78.440.000.00.
pertama di wilayah barat
C. Layanan Bantuan Hukum Rp 16.800.000.00.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :ACHMAD RASJID, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Panuari 2024

KETUA PENGADILAN TINGG] SURABAYA / KETUA PENGADILAN NEGER] SITUBONDO /
Pihak Kedua, Pihak Pertama,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

WBK / WBBM

No | SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Terwujudnya a. Persentase Perkara Yang
peradilan yang Diselesaikan Tepat Waktu
pasti, transparan - Pidana 100 %
dan Akuntabel - Perdata 100 %
b. Jumlah putusan yang menggunakan 1%
pendekatan keadilan restoratif.
c. Persentase perkara yang tidak 86 %
mengajukan mengajukan upaya
hukum Banding
d. Persentase perkara yang tidak 91 %
mengajukan mengajukan upaya
hukum Kasasi
e. Persentase perkara anak yang 10 %
diselesaikan dengan Diversi .
f. Index persepsi pencari keadilan yang 91 %
puas terhadap layanan peradilan
2 | Peningkatan a. Persentase Salinan Yang diterima 100 %
Efektifitas oleh para pihak tepat waktu
Pengelolaan b. Persentase perkara yang diselesaikan 10 %
Penyelesaian melalui mediasi
Perkara
3 | Akses Peradilan a. Persentase perkara Prodeo yang 1%
bagi Masyarakat diselesaikan
Miskin dan b. Persentase perkara yang diselesai 1%
Terpinggirkan kan diluar gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan 100 %
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum ( Posbakum)
4 Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata 50 %
Kepatuhan yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )
Terhadap Putusan
Pengadilan
5 | Mewujudkan a. Persentase Pejabat yang sudah 90 %
Manajemen SDM memenuhi standar kompentensi
yang profensional jabatan mengjerial
ey b. Persentasg tingkat kelengkapan data 100 %
berkesinambungan kepegawaian
c. Persentase layanan kenaikan pangkat 100 %
tepat waktu
d. Persentase pengusulan tepat waktu 100 %
6 | Mewujudkan a. Nilai LKJip Minimal “BB “ 75
regulasi dan tata b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK




Saranan dan
Prasarana dalam
mendukung
Peradilan

kelola yang baik [ c. Nilai IPK 92 % |
d. Nilai KM 92 %
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu “A”
f.  Prosentase realisasi Penerimaan 100 %
Negara bukan Pajak ( PNPB)
g. Prosestase realisasi anggaran belanja 98 %
h. Prosestase pelaporan LHKPN ; 98%
LHKASN tepat waktu
i. Prosestase nilai kinerja anggaran 96 %
j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja 97 %
k. Pelanggaran Disiplin 1%
Mewujudkan a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan 1
pelayanan b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang 100 Mpbs
kesekretariatan memadai
yang dan prima c. Prosestase distribusi surat 100 %
d. Prosestase tindak lanjut surat tepat 98 %
waktu
e. Prosestase arsip surat yang dapat 95 %
ditemukan dengan mudah dan cepat
f. Jumlah kerja sama antar Instansi S
terkait
g. Jumlah berita tentang Satker yang 35
dibuat di media
h. Jumlah layanan di Pengadilan 5
.. Jumlah pengguna layanan Pengadilan 200 org
J. Jumlah layanan Bantuan Hukum 126 org
K. Prosentase pengusulan dan 98 %
penyelesaian usulan kepegawaian
l. Jumlah Pemeliharaan gedung 1/1540 m2
m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 7/884 m2
'n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin 94 Unit
kantor
0. Jumlah layanan pengelola keamanan, 12 bulan
urusan tata usaha dan rumah tangga Layanan
Pemenuhan 80 %
kebutuhan a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas

dalam mendukung Pelayanan Jumiah
peradilan

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 tersebut

didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :



NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 5.604.987.000.00.
A. Layanan Umum Rp 5.604.987.000.00.
B. Layanan Perkantoran Rp. 4.176.650.000.00.

C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.428.337.000.00

2 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp  107.940.000.00.
A. Percepatan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000.00.

B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Rp.  78.440.000.00.
pertama di wilayah barat

L C. Layanan Bantuan Hukum Rp 28.000.000.00.

S—

Surabaya, OB Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGG] SURABAYA / KETUA PENGADILA
i\hak Kedua,

NEGERI SITUBONDO /
Pihalf Pertama,

]
RASJID, S.H.

"

15 200003 1001




PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 162 / KPN.W14-U18 / OT1.2 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP) TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikn
keyakinan mengenai akurasi, keadalan dan keabsahan
data / informasi kinerja yang berkualitas ;

. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam
melaksanakan tugas ini ;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurup b perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985, tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2015-2025;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009;



Memperhatikan

Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja  Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023,

tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen

SAKIP meliputi : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB perlu membentuk Tim

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2023 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.



Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

3-

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai Arahan Ketua
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

Memerintahkan kepada masing - masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
tugas sampai dengan bulan Maret 2024;

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dan
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan
Administrasi Tahun Anggaran 2024;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : SITUBONDO
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI! SITUBONDO KLAS IB

ACHMAD RASJID, S.H.
Nip.197409152000031001




LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS 1B

Nomor : 162/KPNPN.W14.U18/0T1.2/1/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.

KEDUDUKAN
NO. NAMA /NIP JABATAN DALAM TIM
1 Achmad Rasjid , S.H. et Penanggung
NIP. 19740915 20003 1 001 Jawab
5 I Gede Karang Anggayasa, S.H.,MH. Haki Koodinator
NIP. 19770416 200021 2 001 akim Validasi Data
I Ketut Sueca S.H )
3 | NIP.19800927 200212 1 002 FPaaitera Betus
Sutoto Winarno, S.H. . :
% | NIP. 19650221 199403 1 002 Sekretaris Sekrrtanis
5 Slamet Ridwan SE,SH.M.Hum. Panitera Muda jo——
19710616 199303 1.003 Pidana geota
Haryono, S.H. Panitera Muda
6 | 19701016 199303 1 002 Perdats Anggota
- Abd. Mukti, S.H. Panitera Muda Angeot
NIP. 19660627 199303 1 005 Hukum ggota
8 |Iwan Mulyono, S.H.
NIP. 19690514 198903 1 001 Kasubag, FTIP Anggota
9 |Annang Mardiyanto, S.H
NIP. 196601131993031005 Kasubag. Ortala Anggota
10 Intan Mustika Atmaningrum, S.H. Kasubag. Umum Nt
NIP. 19840528 2005 02 2 001 dan Keuangan Eg
Rosihan Luthfi, S.H. . Tim Pereviu
11 | NIP. 19770113 200212 1 003 Halkim Laporan Kinerja

D

Pada Tanggal

:SITUBONDO
: 03 Januari 2024

itetapkan di

Ketua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KLAS IB

ACHMAD RASJID, S.H.
Nip.197409152000031001




LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS 1B

Nomor : 162/KPNPN.W14.U18/0T1.2/1/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.

NO

JABATAN TIM

TUGAS

Penanggung Jawab

Bertanggung jawab alas pelaksanaan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun
2023 Pengadilan Negeri Situbondo

Koordinator Validasi Data

Memvalidasi keabsahan data kinerja.

Ketua

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun
laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan
yang telah ditetapkan;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas
laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan
Intern Pemerintah.

Sekretaris

Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan
Kinerja.

Anggota

Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta
menganalisis indikator kinerja pada masing-masing
Unit

Eselon I.

Tm Pereviu Laporan Kinerja

Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi
kinerja yang andal,akurat dan berkualitas

Ditetapkandi :SITUBONDO
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KLAS IB

ACHMAD RASJID, S.H.
Nip.197409152000031001




POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Terwujudnya Pengadilan Negeri
Situbondo yang Agung

Strategic Area

Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi di Pengadilan
Negeri Situbondo

Meningkatkan Kualitas
Kepemimpinan di Pengadilan
Negeri Situbondo

Memberikan Pelayanan Hukum
yang Berkeadilan Kepada
Pencari Keadilan

Menjaga Kemandirian
Pengadilan Negeri Situbondo

‘Sasaran ‘Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran ] Sasaran Sasaran
Terwujudnya : : ) Mewujudkan Pemenuhan
Ke en';a a:n Peningkatan Me"'"gkatffva Meningkatnya Mewujudkan Mewujudkan AN Libutiahas:
percay A akses Peradilan Manajemen lasi & PRy
Masyarakat EfekthItas bagi Kepatuhan SDM regu asl kesekretarai sarana dan
Terhadap Sistem Pengelolaan 28 Terhadap RS vanlgd dan tata atar vats prasarana dalam
Peradilan yang 3 Masyarakat Putusan ot kelol yang mendukung
Penyelesaian Berkasl elola yang :
Pasti Miskin dan 3 erkesinambung baik dan leanak
asti, Transparan Perkara : Pengadilan i baik . pelaya
dan Akuntabel Terpinggirkan prima peradilan
Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan Perdata Kepaniteraan Hukum Sub Bag. Umum dan Keuangan Sub Bag. Kepegawaian Sub B:fi- Pereir‘;:naa?, Teknologi
& Ortala Informasi dan Pelaporan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Progrem Oukangan Mansiécien

Tactical Area




Output Output Output Output
Penyelesaian Pengiriman .
Pengemban T h
Bempelesaisn Perkara yang salinan Putusan S{g)M van:a . Terciptanya Te!'lciptarwa ptichegnia
Tidak Kepada Para : regulasi & tata Felavangn Prasarana dalam
Perkara Vaaska v Profesional & kelol baik Kesekretariatan PRl
wAgaRsan e b berkelanjutan Sl yang oa yang Baik & Prima .

Pelayanan Peradilan

Upaya Hukum Waktu

Pelaksanaan Tindak
lanjut Terhadap
Putusan Perkara

Perdata

Penyediaan
Layanan
Posbakum

N OGS W T BED S R NN S SES T G VNS SN VR AR BN NS DREN I MW G DESD MW N MR METE GON s SEIN SN GEEN M

Persentase
Berkara yang Jumlah nutusakl: Persentase perkara Persentase perkara Persentase Indeks persepsi Persentase salinan Persentase Persentase
diselesaikan tepat L DSt B yang Tidak yang Tidak perkara anak pencarl keadilan putusan yang perkara yang perkara prodeo
seiesaikan tepa pendekatan Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya ; had
waktu kesdilarrestoratis ol Bandin s yang diselesaikan yang puas terhadap disampaikan ke para diselesalkan yang
4 ul |..sm asasl dengan Diversi layanan peradilan pihak tepat waktu melalul mediasi diselesaikan
indikator Indikator Indikator Indikator Indikator indikator Indikator Indikator
Persentase perkara Persentase pencari Prosentase Pejabat Prosentase
yang diselesalkan keadilan golongan P::fk,"’::,,’ e yang sudah tingkat b s 2 :;:‘;:ﬁ:: Nilai LKJIP Predikat
tertent mendapat ; Pt
diluar gedung Ia“m: ::nr:m hum vang ditindaklanjuti k':;ﬁ;"r:rrmz e":::p'" Pangkat tepat pensiun "“i"'":a' ZZ::’?;:?;’;; Nilai IPK Nilai IKM
pengadilan. il (dieksekusi) manajerial kepegawaian waktu tepat wakty i WBK / WBBM
Indikator Indikator Indikator Indikator indikator Indikator Indikator Indikator indikator indikator Indikator Indikator
Predikat Prosentase ERRE A
Akreditasi realisasi p:zifi:::fe m:*;f: Prosentase Prosentase W ’ ”'l‘:::h{ k”-‘ ’“":'th Prosentase Prosentase surat yang dapat
Penjaminan Penpeties anggaran LHKPN / LHKASN nilaf Kinerja kedisiplin i s ik distribusi Heet st CRARI
Negara Bukan bneglga . Anggaran masuk kerja disiplin yang telah bandwidth sutat surat tepat dengan mudah
Mutu Pajak (PNEP) anja tepat waktu diselesaikan yang memadai waktu dan cepat
Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator
lah layanan Terpenuhinya
Jumlah Jumlah berita Jumlah Jumlah Prosentase Jumlah o
kerjasama tentang satker Airias pengguna layanan pengusuian dan hors sk pemeliharaan perp et IR Spne
antar instansi yang dimuat SEyanan layanan bantuan iy sk G isetache kil al ey il o S Amduluny
terkait di media Pengadilan dila usulan gedung rumah dinas peLatan / tata usaha, dan pelayanan
Refigestien hukum kepegawaian mesinkantor rumah tangga peradilan

I Operational Area ]




